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ABSTRAK

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilisis terkait
penerapan asas proporsionalitas akad deposito mudhorabah dan nisbah bagi hasil
keuntungan dalam sistem hukum perbankan syariah pada Bank Sleman Syariah.
Fokus masalah dalam pembahasan pertama yaitu mngenai bagaimana penerapan
asas proporsionalitas akad deposito mudhorabah, kedua penentuan nisbah bagi hasil
keuntungan dalam sistem hukum perbankan syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, melalui bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data dan pengumpulan data
melalui penelusuran literatur dan dianalisis dengan metode diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama Asas proporsional dalam akad
mudharabah belum diterapkan secara penuh, hal ini disebabkan oleh minimnya
kesempatan yang diberikan kepada nasabah selaku shahibul maal untuk memahami
isi dari penawaran sebelum melaksanakan akad dan dengan Bank syariah selaku
mudharib, dan keadilan terkait nisbah bagi hasil keuntungan yang diperoleh oleh
masing-masing pihak. Kedua, Penentuan Nisbah bagi hasil keuntungan dalam akad
mudharabah dengan nilai persentase 60 : 40 maka bagi hasil yang didistribusikan
kepada nasabah pemilik dana shahibul maal)adalah 60 % dan 40 % untuk bank
syariah sebagai pengelola dana mudharib. Namun, total keuntungan yang diterima
tidak selalu sama dengan angka persentase dan kesepakatan akad di awal hal ini
dipengaruhi oleh kinerja investasi dan perolehan keuntungan.

Kata Kunci : Asas Proporsionalitas, Deposito Mudharabah, Nisbah Bagi Hasil.
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ABSTRACT

This thesis research aims to study and analyze related to the
application of the principle of proportionality of Mudharabah deposit contract
and profit-sharing ratio in the Sharia banking legal system at Bank Sleman
Syariah.

The focus of the problem in the first discussion is on applying the
principle of proportionality in the Mudharabah deposit contract, and the
second is determining the profit-sharing ratio in the Sharia banking legal
system.

This research is normative legal research, through primary,
secondary, and tertiary legal materials as data sources and data collection
through literature search and analysis with qualitative descriptive method.

The results of this research show: First, the proportional principle in
the Mudharabah contract has not been fully implemented, this is due to the lack
of opportunities given to the customer as the Shahibul maal to understand the
content of the offer before executing the contract and with the Sharia Bank as
the Mudharib, and fairness related to the profit-sharing ratio benefits obtained
by each party. Second, the determination of the profit-sharing ratio in the
Mudharabah contract with a percentage value of 60: 40, then the share of the
profit distributed to the customer of the Shahibul maal fund) is 60% and 40%
for the Sharia bank as the manager of the Mudharib fund. However, the total
profit received is not always the same as the percentage, and the contract
agreement at the beginning of this is influenced by the investment performance
and profit.

Keywords: The Principle of Proportionality, Mudharabah Deposit Contract,
Profit-Sharing Ratio
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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Industri perbankan di Indonesia memiliki prinsip, fungsi dan tujuan yaitu
prinsip demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip (prudential banking)
dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan fuungsi utamanya adalah sebagai
perantara keuangan yang mendorong pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan
stabilitas nasional dengan pandangan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.t
Salah satu fungsi perbankan adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam
bentuk kredit. Kredit merupakan penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara
bank dan nasabah debitur dengan kewajiban debitur melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu berikut bunganya.?

Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa
“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Dari ketentuan ini jelas
bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak hanya
dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, namun juga diarahkan supaya

mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.®

L Ahlan Irsjan Sjarif. "Coorporate Finance Perkembangan. Prospek dan Kendalanya Dilinjau dari
Hukum Indonesia"”, makalah yang disampaikan dalam seminar sehari perbankan: Aspek Hukum Dalam
Coorporate Finance Oleh Perbankan Di Indonesia. yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Ul (Depok. 17
luli 2006). HIm. 4.

2 1bid. HIm. 3

3 Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, HIm. 41.



Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang
membutuhkan dana (borrower) dan pihak yang mempunyai kelebihan dana (saver).
Melalui kegiatan perkreditan bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat bagi
kelancaran usahanya, sedangkan dengan kegiatan penyimpanan dana bank berusaha
menawarkan kepada masyarakat keamanan dananya dengan jasa-jasa lain yang
dapat diperoleh.*

Dalam upaya penghimpunan dana dari masyarakat terus ditingkatkan dan
diarahkan untuk menyediakan dana bagi pembangunan melalui lembaga keuangan
yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat serta makin dapat menjangkau segenap
lapisan masyarakat di seluruh tanah air dan menciptakan iklim yang mendukung
agar mampu meningkatkan peran aktif masyarakat.°Perbankan sebagai lembaga
keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi, yaitu menghimpun
dana (funding) dan menyalurkan dana (lending), selain itu perbankan juga
memberikan jasa-jasa bank lainnya.®

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang dapat ditarik hanya setelah
jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Penyimpan dan
bank yang bersangkutan. Bila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat

menarik depositnya atau memperpanjang dengan suatu perioda yang dibutuhkan.’

4 Julius R. Latumeiriska, 2011, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salamba Empat, Jakarta, HIm.
145.

5 Priscilla Febriana, 2006, Deposito sebagaimana Jaminan Bank Garansi dalam Pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama antara Supplier dengan Distributor (Studi pada PT Bank Danamon Tbhk Pemuda
Semarang), Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Him. 14.

6 Trisandini P. Usanti dan Abd Shomad, 2017, Hukum Perbankan, Kencana, Surabaya, HIm. 1.

7 Muhammad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
Him. 172.
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Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan
produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana
dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) dengan persyaratan tertentu.

Deposito merupakan produk penyimpanan uang di bank dengan sistem
penyetoran yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati waktu
tertentu. Deposito tidak bebas dalam pengambilannya karena telah ada jangka
waktu yang telah ditetapkan, namun bunga yang ada pada deposito lebih besar
dibanding bunga yang ada pada tabungan dan giro, ini karena deposito tidak bisa
diambil sewaktu waktu.

Industri perbankan mengumpulkan dan memberikan dana kepada
masyarakat. Akibatnya, ada dua hubungan hukum yang terbentuk oleh industri ini:
yang pertama adalah hubungan hukum antara bank (debitor) dan nasabah
penyimpan dana (kreditor), yang diwakili oleh perjanjian simpanan dana; dan yang
kedua adalah hubungan hukum antara bank (kreditor) dan nasabah peminjam dana
(debitor), yang diwakili oleh perjanjian kredit bank (pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah). Salah satu dari dua dasar hukum yang dapat menimbulkan
perikatan adalah kontrak atau perjanjian. Istilah "perikatan” merujuk pada
hubungan hukum di bidang harta kekayaan antara dua orang atau lebih pihak atau
entitas yang mewajibkan salah satu pihak tersebut.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, suatu perjanjian mengikat untuk segala

sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan,


https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penjamin_Simpanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penjamin_Simpanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penjamin_Simpanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penjamin_Simpanan

atau kepatutan. Seseorang dapat dianggap wanprestasi atau ingkar janji jika salah
satu pihak dalam suatu perikatan, baik itu berasal dari suatu perjanjian maupun
karena undang-undang, tidak memenuhi suatu kewajiban yang telah ditetapkan.
Proses pra-kontrak, juga disebut sebagai proses pra-kontrak, harus dimulai dengan
niat baik dari kedua belah pihak dan menerapkan prinsip proporsionalitas dalam
kontrak perjanjian, yang merupakan prinsip yang mendasari pertukaran hak dan
kewajiban para pihak sesuai dengan bagian mereka masing-masing.

Di negara seperti Indonesia tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk
berinvestasi pada perbankan Syariah. Selain memberikan jaminan dan keuntungan
karena bank Syariah berada pada wilayah pengawasan bank Indonesia. Bank
Syariah juga memberikan jaminan kehalalan karena berada dalam wilayah
pengawasan Dewan Syariah Nasional. Dalam perbankan Syariah tidak dikenal
instrument bunga melainkan instrument profit and loss sharing atau bagi hasil.
Dengan kata lain pihak-pihak yang bertransaksi akan mendapatkan keuntungan dan
kerugian yang ditanggung secara bersama-sama. Oleh sebab itu kemajuan dan
kemunduran usaha yang dijalankan tergantung kepada perhatian dan kesungguhan
kedua belah pihak. Di antara prinsip bagi hasil yang paling popular adalah
mudharabah.?

Mudharabah adalah proses pemilik modal menyerahkan sebagian hartanya
untuk diinvestasikan kepada pengelola usaha guna menjalankan usaha yang telah

diAkadkan.® Menurut Fatwa DSN No. 07/DS-MUI/IV/2000, mudharabah adalah

8 Muhammad Syafi’i, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani, 2001). Hlm. 85
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pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain
untuk melakukan usaha yang menghasilkan hasil.® Dalam hal ini pihak Lembaga
Keuangan Syariah sebagai shahibul mal (investor) sedangkan nasabah bertindak
sebagai mudharib atau pengelola dana investasi.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
mudharabah didefinisikan sebagai perjanjian kerja sama usaha antara pihak pertama
(malik, shahibul mal, atau bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan
pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang mengelola dana dan membagi
keuntungan berdasarkan perjanjian yang ditetapkan dalam perjanjian.t
Keuntungan yang didapatkan biasanya diabagi berdasarkan persentase nisbah.!!
Namun, kecuali dua belah pihak melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau
melanggar perjanjian, bank Syariah bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian.*

Akad mudharabah dapat berupa perjanjian formal dan informal, tertulis
maupun lisan. Dalam sudut pandang Al-Quran, ditekankan pada perjanjian
tertulis.*3Artinya lebih baik akad mudharabah dilakukan secara tertulis dan adanya
sanksi yang memadai,sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan persengketaan
pada kemudian hari.}* Secarahukum Syariah Akad mudharabah boleh dilakukan

sebagaimana kaidah figih menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk

9 Lihat Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IVV/2000 Tentang Mudharabah.

10 |_ihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2008 tentang Bank Syariah

1 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.
141.

12 Faturrahman Djamali, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta: Sinar Grafitika, 2012), h. 173.

13 Lihat QS. Al-Bagarah. Ayat 282-283

14 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenada Grup, 2014), h. 139.



muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya.®
Maksudnya, dalam transaksi muamalah pada dasarnya boleh seperti jual-beli, sewa-
menyewa, kerjasama (Mudharabah atau Musyarakah), dan lain sebagainya. Kecuali
transkasi tersebut melanggar batasan-batasanSyariah seperti terdapatnya unsur riba.

Dalam prakteknya seringkali terdapat pemohon yang tidak sabar/secara
terburu-buru dan ingin segera mendapatkan hasil dari depositonya membuat mereka
tidak berpikir panjang dan menerima begitu saja semua penawaran dari bank.
Dalam keadaan seperti ini kedudukan bank yang menyediakan, membuat, dan
menentukan isi perjanjian secara klausula baku bisa dipastikan lebih kuat dan
dominan.

Dalam aktivitas pembiayaan menggunakan produk mudharabah, perbankan
syariah harus memastikan pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan kepatuhan
syariah selain dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa isu terkait
penerapan produk mudharabah di perbankan syariah di Indonesia yang terbagi
dalam tiga isu permasalahan yaitu isu syariah, isu legal, dan isu operasional
sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:*®
a.  Secara Syariah : Adanya persyaratan dari pihak Bank Syariah kepada

Nasabah untuk memberikan jaminan kepada pihak Bank Syariah.
Mensyaratkan jaminan terhadap pembiayaan bagi hasil menurut sebagian

ulama akan membatalkan akad bagi hasil tersebut. Adanya persyaratan dari

15 Beni Ahmad Sayebani, Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Setia, 2018), h. 376.
16 Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah, HIm, 74-76.



pihak Bank Syariah kepada Nasabah untuk memberikan jaminan kepada
pihak Bank Syariah. Mensyaratkan jaminan terhadap pembiayaan bagi hasil
menurut sebagian ulama akan membatalkan akad bagi hasil tersebut.
Pengembalian modal oleh Nasabah ke Bank Syariah dalam akad mudharabah
dilakukan secara angsuran, sehingga terlihat seperti akad utang piutang.
(masih kurangnya sosialisasi terkait hal pengembalian modal oleh Nasabah
ke Bank Syariah yang diperbolehkan secara angsuran

Secara Legal : Perjanjian belum menjelaskan bahwa kerugian yang terjadi
akibat kelalaian nasabah selaku mudharib menjadi tanggung jawab nasabah.
Terdapat beberapa klausula dalam perjanjian akad yang memposisikan Bank
Syariah dalam posisi ganda. Dimana di satu sisi Bank Syariah memposisikan
dirinya sebagai pelaku usaha dan di sisi lain sebagai pemilik modal. Fatwa
Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia
(PBI) atau SEBI atau yang saat ini di konversi menjadi Peraturan OJK (POJK)
belum cukup lengkap mengatur substansi perjanjian perbankan syariah yang
diperlukan oleh Notaris maupun Bank Syariah. Akad perjanjian yang memuat
klausula yang mensiratkan pelaksanaan akad adalah utang piutang

Secara Operasional : Kemampuan SDM dalam menentukan nilai nisbah bagi
hasil bagi nasabah belum mumpuni. Pembukuan realisasi bagi hasil sering
tidak sesuai dengan fakta bisnis Nasabah. Bank Syariah belum melakukan
pengawasan atau pendampingan yang bersifat konsisten dan optimal terhadap

usaha/proyek yang dijalankan oleh Nasabah dalam akad mudharabah.



Kewajiban Nasabah untuk tetap melakukan pembayaran bagi hasil sesuai
jadwal angsuran pada pelunasan dipercepat dipersepsikan mirip dengan
mekanisme bunga bank konvensional, dan Masih banyak Bank Syariah yang
tidak melibatkan Nasabah dalam proses penyusunan dan perhitungan
proyeksi bagi hasil dan jadwal angsuran pembiayaan mudharabah.

Penerapan asas proporsionalitas dalam berkontrak terutama pada pra
kontrak yaitu ketika nasabah mengajukan simpanan berjangka (deposito).
Seringkali ditemukan fakta bahwa bank membuat aturan-aturan baru terkait dengan
point reward, bunga, dan lainnya yang tidak dijelaskan secara detail oleh petugas di
awal sebelum nasabah menandatangani perjanjian. Dalam perjanjian, prinsip
proporsionalitas digunakan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan
kewajiban para pihak yang sesuai dengan proporsi atau bagiannya. Konsep ini tidak
mempermasalahkan keseimbangan hasil, tetapi menekankan pada seberapa
proporsional pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak.*’

Empat persyaratan terkait mudharabah mugayyadah pada rekening
keuangan: (1) investor harus memberikan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi
oleh bank Syariah dan bank harus membuat akad yang mengatur persyaratan
penyaluran dana simpanan khusus. (2) Bank Syariah harus memberi tahu investor
tentang klien (pihak ketiga) dan cara pembagian keuntungan dan risiko, yang harus

tercantum dalam akad. (3) Bank harus menerbitkan bukti simpanan khusus. (4)

17 Abdul Safari Tuanika, 2018, Penerapan Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan dalam
Kontrak Bagi Hasil / Production Sharing Contract di Indonesia, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, HIm. 8.
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Untuk deposito mudharabah, bank harus mengeluarkan bilyet juga dikenal sebagai
sertifikat atau tanda bukti penyimpanan.*®

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, nasabah penyimpanan atau
deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank syariah
sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan  bank  untuk
melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat
pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil
usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank
menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung
jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Permasalahan di atas mungkin karena prinsip proporsionalitas tidak
diterapkan. Suatu asas memiliki nilai-nilai dan tuntutan etis dan memberikan jalan,
tujuan, dan penilaian dasar. Asas, norma, dan tujuan hukum berfungsi sebagai
pedoman dan ukuran atau standar bagi perilaku seseorang dalam mata rantai sistem.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai masalah pembagian bagi hasil keuntungan nasabah
penyimpanan atau deposan yang bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal)

dengan pihak bank sebagai mudharib (pengelola dana) kemudian disusun dengan

18 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 218.



tesis yang berjudul, “Penerapan Asas Proporsionalitas terhadap Akad Deposito
Mudharabah dan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan dalam Sistem Perbankan
Syariah (Studi Pada Bank Syariah Sleman)”.
Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis memilih untuk
berkonsentrasi pada masalah berikut:
1 Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam akad deposito mudharabah

pada perbankan syariah ?

2 Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil keuntungan antara nasabah (Shahibul

Maal) dan Bank syariah (Mudharib) ?

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui dan menjelaskan penerapan prinsip proporsionalitas deposito
mudharabah pada perbankan syariah; dan
2. Mengetahui dan menjelaskan bagaimana penentuan nisbah bagi hasil
keuntungan antara nasabah (Shahibul Maal) dan Bank syariah (Mudharib).
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap:
1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat
memberikan sumbangan wacana pemikiran dan menjadi bahan infromasi

tambahan ilmiah yang akan dapat digunakan pada penelitian selanjutnya,
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khususnya yang berkaitan dengan pengaturan penerapan asas proporsionalitas
dalam akad deposito mudharabah dan nisbah bagi hasil keuntungan
mudharabah pada perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangan arahan, pedoman, saran atau bahkan solusi terkait
penerapan asas proporsionalitas dalam akad deposito mudharabah dan nisbah
bagi hasil keuntungan mudharabah pada perbankan syariah.

Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, belum ada penelitian yang memeriksa
bagaimana prinsip proporsionalitas diterapkan pada hasil deposito bank. Namun
ada bebeapa penelitian yang terkait dengan Hukum Perbankan, asas
proporsionalitas, Simpanan deposito (time deposit) dan perjanjian diantaranya:

1. Abdul Safari Tuakia (2018), “Penerapan Asas Proporsionalitas dan Asas
Keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil / Production Sharing Contract di
Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kontrak bagi hasil jika
dilihat secara sekilas mungkin seakan-akan tidak memberikan porsi yang
seimbang dalam hubungan para pihak khususnya bagi KKKS (kontraktor
Kontrak kerja Sama). Akan terbayar lunas dan berlipat ketika kegiatan
eksplorasi tersebut telah menemukan cadangan minyak kemudian pemerintah
Indonesia mempunyai kewajiban memberi biaya pengembalian produksi
berupa cost recovery. Telah terjadi pertukaran hak dan kewajiban dalam

kontrak bagi hasil (production sharing contract) telah cukup memenubhi kriteria
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proporsional, dan juga disimpulkan bahwa pembagian hak dan kewajiban
antara pemerintah dan KKKS dalam kontrak bagi hasil dapat di anggap
proporsional dan memenuhi asas keseimbangan. Pola hubungan kedudukan
antara kontraktor KKKS dengan SKK Migas walaupun tidak seimbang atau
tidak memiliki posisi tawar yang sama, tetapi perjanjian harus memiliki
klausula yang wajar, rasional, dan tidak berat sebelah. Walaupun isi kontrak
sudah proporsional dan seimbang secara keseluruhan, pemerintah membuat
peraturan yang mempengaruhi pemenuhihan hak dan kewajiban, membatasi
penggantian biaya operasi, dan membatasi kawasan hutan. Tindakan tersebut
mengindikasikan ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Namun
pemerintah melaksanakan tindakan tersebut atas dara memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.®

Deni Agus Susanto (2015), Studi yang berjudul "Penerapan Asas
Proporsionalitas dalam Kemitraan pada Perjanjian Kerjasama antara Koperasi
Produsen Mekar Jaya dengan PT Tani Musi Persada” menemukan bahwa
karena posisi tawar antara para pihak kurang setara, pihak yang memiliki posisi
tawar yang lebih tinggi ingin melindungi pihaknya, dan ada indikasi
penyalahgunaan kekuasaan. Perjanjian hanya dibuat untuk memenuhi
persyaratan formal dan tidak memiliki substansi yang mendukung pihak yang
memiliki posisi tawar yang kurang dalam modal, jaringan usaha atau

organisasi, fasilitas, dan manajemen keterampilan. Oleh karena itu, masing-

19 Abdul Safari Tuanika, 2018, Penerapan Asas Proporsionalitas... ..., Op.Cit. HIm. xi
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masing pihak memikul tanggung jawab yang lebih besar. Namun, seperti yang
diketahui, asas kemitraan adalah saling menguntungkan, saling menghargai,
saling bertanggung jawab, saling memperkuat, dan saling ketergantungan;
untuk memungkinkan adanya itikad baik untuk pertukaran hak dan kewajiban
yang adil, proporsionalitas diperlukan.?

3. Melda Gunawan (2018), “Penerapan Asas Proporsionalitas pada Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Apartemen Taman Melati di Sleman (Studi Kasus AP dan
AF)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Bahwa penerapan asas
proporsionalitas pada PPJB Apartemen Taman Melati belum memberikan
keadilan bagi konsumen dilihat dari tahapan kontrak, karena asas kebebasan
berkontrak belum dapat diterapkan maksimal. Pembuatan kontrak tidak
dilakukan oleh kedua belah pihak, melainkan ditentukan terlebih dahulu oleh
Developer, sehingga PPJB tersebut termasuk kontrak baku. Penerapan asas
proporsionalitas pada PPJB ditinjau dari UURS lebih adil dibandingkan
ditinjau dari ketentuan hukum perjanjian yang sebagian bersifat memaksa dan
mengatur, karena proporsionalitas ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan yang bersifat memaksa, dimana kewenangan tersebut didelegasikan
kepada Tim Apprisal yang tidak berhubungan dengan Pihak Pertama maupun
dengan Pihak Kedua. Perlindungan secara preventif terhadap pihak bank

adalah melakukan Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa

20Deni Agus Susanto, 2015, Peneapan Asas Proporsionalitas Dalam Kemitraan Pada Perjanjian
Kerjasama Antara Koperasi Produsen Mekar Jaya dengan PT Tani Musi Persada, Tesis Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, HIm. vii.
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(PPJPK) dengan Nasabah dibuat dihadapan Notaris, karena dalam hal ini jenis
jaminan berupa Apartemen Taman Melati belum selesai dibangun. Selain itu,
Bank melakukan Perjanjian Beli Kembali dengan APP dibuat dihadapan
Notaris.?

Evi Natalia, dkk (2014Penelitian ini berjudul "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil
Deposito Bank Syari'ah dan Suku Bunga Deposito Bank Umun terhadap
Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank Syari'ah
Mandiri Periode 2009-2002". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedua faktor tersebut secara
bersamaan dan parsial mempengaruhi jumlah simpanan deposito mudharabah
yang ada di bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut
dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan secara parsial
diketahui hanya variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah yang
berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Simpanan Deposito
Mudharabah, hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi yang sebesar
0,000. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi a = 0,05.22
Mohammad Igbal Rahmawan P, dkk, (2019), Penerapan Asas Proporsionalitas
Dalam Perjanjian Waralaba. Dalam tulisan ini yang dibahas adalah perjanjian

waralaba, hubungan hukum yang terjadi antara Franchisor (pemilik waralaba)

2l Imelda Gunawan, 2018, Penerapan Asas Proporsionalitas pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Apartemen Taman Melati di Sleman (Studi Kasus AP dan AF), Tesis Pascasarjana IImu Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, HIm. Xi.

22 Evi Natalia, dkk, 2014, Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syari’ah dan Suku Bunga

Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank Syari’ah
Mandiri Periode 2009-2012), Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 9 No.1. HIm.
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dengan Franchisee (penerima waralaba), yang isinya memberikan hak khusus
kepada Franchisee untuk melakukan penjualan atas merek dagang yang
dimiliki oleh Franchisor dan segala mengenai operasional waralaba tersebut
telah ditentukan oleh Franchisor. Hasil penelitan tersebut adalah pada dasarnya
suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian waralaba yang dibuat baku oleh
Franchisor, Franchisor juga harus memperhatikan keadilan mengenai hak dan
kewajiban yang akan diberikan kepada Franchisee yang bukan hanya berisi
larangan-larangan saja tetapi perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban
(prestasi-kontra prestasi) yang saling memberikan keadilan dalam menjalankan
bisnis waralaba.?®
Oleh karena itu, masing-masing pihak memikul tanggung jawab yang lebih
besar. Namun, seperti yang diketahui, asas kemitraan adalah saling
menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat,
dan saling ketergantungan; untuk memungkinkan adanya itikad baik untuk
pertukaran hak dan kewajiban yang adil, proporsionalitas diperlukan. Sehingga
dalam hasil penelitian yang didapatkan tentunya diharapkan mampu memberikan
suatu kesimpulan yang lebih komprehensif dan mampu menjawab problematika

berdasarkan variabel judul penelitian tesis yang telah ditentukan.

23 Mohammad Igbal Rahmawan P, dkk, (2019), Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian
Waralaba, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Notarius, Volume 12 Nomor 2.
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Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode
penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder
belaka.?*
2. Objek Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dikarenakan yang
diteliti yakni hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum empiris adalah
penelitian hukum yang menggunakan atau meneliti data primer.
a. Bahan Hukum
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah;

d) KUHPerdata (BW)

24 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, HIm. 13-14.
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1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari
literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya
yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, yang terdiri dari :

a) Kamus Hukum;
b) Kamus Inggris-Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik
sebagai berikut:

a. Observasi yang dilakukan penulis secara langsung yang berkaitan dengan
obyek penelitian yang dilanjutkan dengan telaah secara sistematis dan
kompehensif yang bersumber dari berbagai literatur studi kepustakaan;

b. Wawancara dengan cara pengumpulan data dalam penelitian dengan
melakukan tanya jawab secara bebas kepada beberapa narasumber yang
telah ditentukan untuk mendapatkan data dan keterangan-keterangan yang
bersifat lebih mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi merupakan pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan
data berupa fakta yang tersimpan dalam bentuk dokumen yang berkaitan

dengan kegiatan penelitian ini.
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4.

Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan menjawab masalah, penelitian ini
hanya menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan
pendekatan konseptual.
Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskrptif. Ini berarti bahwa bahan
hukum yang dikumpulkan akan diuraikan dalam sebuah cerita yang tersusun
secara terperinci dan sistematis. Selain itu, peneliti akan memberikan
interpretasi yang mendalam dari bahan hukum yang dikumpulkan.
Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami tesis secara keseluruhan, maka
sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-
masing bab terdiri dari sub-sub bagian yang merupakan pokok bahasan dari
judul penelitian.

Adapun sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, Tinjauan Literatur, Teori atau Doktrin, Metode Penelitian,
dan Sistematika Penulisan dibahas dalam bab ini. Pendahuluan ini mencakup
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan literatur,

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
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Bab Il Landasan Teori

Bab ini membahas teori keadilan, prinsip proporsionalitas, dan hukum
perjanjian berdasarkan hukum perdata. Bab ini berasal dari gagasan bahwa
sistem hukum perbankan akan melihat hubungan hukum antara kontrak dan
perjanjian bagi hasil antara pelanggan dan bank.
Bab 111 Pembahasan

Dalam sistem hukum perbankan, prinsip proporsionalitas digunakan
untuk kontrak simpanan deposito dalam bab ini. Masalah ini dibahas dalam bab
ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan
pendekatan kasus.
Bab IV Penutup

Bab ini mengenai kesimpulan, rekomendasi, dan penutup disertakan

dalam bab ini.
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BAB I
TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS PROPORSIONALITAS, SISTEM
PERBANKAN SYARIAH, AKAD DEPOSITO MUDHARABAH, DAN
NISBAH BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Tinjauan Umum Tentang Asas Proporsionalitas
1. Defenisi Asas Proporsional

Terkait dengan pengertian asas hukum, Sudikno Mertokusumo
mengemukakan asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melayani pikiran
dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit
yang ada dalam dan di balik setiap sistem hukum, yang ditemukan dengan mencari
sifat atau karakteristik umum dari peraturan konkrit tersebut.?® Dikatakan umum
sifatnya karena tidak dapat diterapkan secara langsung pada pristiwa konkrit,
dikatakan abstrak karena tidak dituangkan dalam pasal atau peraturan konkrit.?8

Pendapat sama yang dikemukakan oleh P. Scholten sebagaimana yang
dikutip oleh attamimi yang mengatakan bahwa sebuah asas hukum (rechtsbeginsel)
bukanlah sebuah aturan hukum (rectsregel). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan
hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga asas tersebut bukan apa-
apa atau berbicara terlalu banyak (of niets of veel te vell zeide).?” Kalaupun

dituangkan dalam peraturan konkrit, namun asas hukum yang sifatnya abstrak,

25 Sudikno Mertokusumo, 2006, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, HIm.
5-6.

% 1pbid, HIm. 6-7.

27 A, Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Ul, Jakarta. HIm. 302
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sekalipun telah dituangkan dalam bentuk peraturan konkrit, tidak dapat secara
langsung kepada peristiwa kongkrit.

Suatu perjanjian didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Sejumlah asas
hukum terkandung dalam perjanjian. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum
didefinisikan sebagai apa yang dianggap masyarakat hukum yang bersangkutan
sebagai kebenaran fundamental atau kebenaran asasi, karena melalui asas-asas ini
pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum.?®

Pada dasarnya, asas hukum memainkan peran penting dalam menciptakan
hukum yang jelas, serta dalam menciptakan dan menetapkan perjanjian. Selain itu,
seperti yang dinyatakan Smith, asas hukum juga memiliki tiga fungsi: a. Menjaga
aturan hukum yang tersebar luas; b. Memberikan dasar untuk pemecahan masalah
baru dan timbul; dan ¢. Menciptakan doktrin hukum baru yang dapat digunakan
untuk menyelesaikan masalah baru.?®

Dalam kontrak, asas proporsionalitas didefinisikan sebagai asas yang
melandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai porsinya atau bagiannya
masing-masing. Asas ini tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan)
hasil, tetapi menekankan seberapa proporsional pembagian hak dan kewajiban para

pihak.*

28 Johannes Ibrahim, dan Lindawati Sewu, 2004, Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern,
Refika Aditama, Bandung, HIm. 50.

29 Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, HIim. 82-83.

30 Agus Yudha Hernoko, 2009, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,
Kencana Prenada Group, Jakarta. HIm. 87
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2.

Fungsi Asas Proporsional

Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menemukan

asas proporsionalitas dalam kontrak adalah sebagai berikut: a. Kontrak yang

didasarkan pada asas proporsional adal Kesamaan tidak berarti "kesamaan hasil";

itu lebih berkaitan dengan posisi para pihak yang bergantung pada "kesetaraan

kedudukan dan hak", atau prinsip kesetaraan hak.

Beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas

proporsionalitas dalam kontrak, sebagai berikut :

a.

Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang memberikan
kepada masing-masing pihak hak, peluang, dan kesempatan yang sama untuk
menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan tidak berarti
"kesamaan hasil", tetapi pada posisi para pihak yang bergantung pada
"kesetaraan kedudukan dan hak", atau prinsip kesetaraan hak.

Berdasarkan prinsip kesetaraan hak ini, kontrak yang bersifat proporsional
adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk
menentukan substansi apa yang adil dan tidak adil bagi mereka.

Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang dapat
menjamin pelaksanaan hak dan membagi kewajiban secara proporsional bagi
masing-masing pihak. Perlu diingat bahwa keadilan tidak selalu berarti semua

orang harus mendapatkan jumlah uang yang sama; dalam situasi tertentu, hasil
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akhir dapat berbeda. Dalam hal ini, prinsip distribusi-proporsional terhadap hak
dan kewajiban para pihak harus mengacu pada pertukaran ......

Dalam kasus sengketa kontrak, beban pembuktian, berat ringan kadar
kesalahan, dan hal-hal lain yang terkait harus dihitung berdasarkan asas
proporsionalitas untuk mencapai penyelesaian yang elegan dan
menguntungkan bagi kedua belah pihak.3

Dalam hal ini, asas proporsionalitas, seperti asas hukum lainnya, diharapkan

dapat menjadi dasar dari kontrak. Asas-asas hukum juga berfungsi sebagai standar

atau garis besar untuk mengatur dan membentuk perjanjian, yang pada akhirnya

akan menjadi perikatan yang sah bagi masing-masing pihak dan dapat dipaksakan

untuk dilaksanakan dan dipenuhi.®2

Asas proporsionalitas harus selalu terlibat dalam proses pembentukan

kontrak karena sangat penting untuk menghasilkan kontrak yang berkeadilan dan

saling menguntungkan (keadilan substansial), serta untuk menekankan keadilan

dalam prosedur. Beberapa fungsi asas proporsionalitas terjadi selama tahap-tahap

kontrak, yaitu sebagai berikut:

a.

Asas proporsionalitas memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi tentang
cara melakukan pertukaran hak dan kewajiban mereka secara wajar sebelum
kontrak dibuat, sehingga penilaian iktikad yang baik sangat penting untuk

mencapai kesepakatan yang baik.

31 Ibid. HIm. 88
32 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir...... op. cit.,. Him 14
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b. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsionalitas berfungsi untuk menjamin
kesetabilan antara pihak-pihak.

c. Dalam pelaksanaan kontrak, prinsip proporsionalitas memastikan bahwa hak
dan kewajiban prestasi yang telah disepakati sebagai beban dan kewajiban
masing-masing pihak didistribusikan secara proporsional.

d. Dalam kasus sengketa kontrak, prinsip ini juga berfungsi untuk menetapkan
secara adil dan cermat alasan mengapa salah satu pihak menyalahgunakan
wewenang mereka,

Dalam hal ini, asas keseimbangan dihubungkan dengan asas
proporsionalitas dan asas-asas hukum perjanjian lainnya dengan alasan bahwa
posisi para pihak dalam perjanjian harus seimbang. Jika tidak, kontrak tidak
seimbang. Namun, proporsionalitas mencakup semua aspek kontrak secara
keseluruhan dengan membagi hak dan kewajiban menurut proporsi.

Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan berfungsi untuk membuat
posisi para pihak yang berkontrak seimbang. Hasil akhir dari asas keseimbangan
adalah menentukan posisi para pihak yang seimbang atau setara dalam menentukan
hak dan kewajibannya.*

Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan didefinisikan dalam bahasa

sehari-hari sebagai "seimbang", yang berarti dua hal:

33 Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam...... op. cit ., HIm. 101-102.
34 Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas dalam... ... op. cit ., HIm 79.
% Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum... ... op. cit.., HIm. 296

24



a. Asas keseimbangan sebagai asas etikal, yang berarti "keadaan pembagian
beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”, yang berarti bahwa
kehendak seseorang dibatasi (berdasarkan pertimbangan atau keadaan yang
menguntungkan), dan keyakinan seseorang akan kemampuan;

b. Asas keseimbangan sebagai asas yuridikal, yang berarti bahwa asas ini dapat
dianggap sebagai asas yang layak atau adil, dan oleh karena itu diterima
sebagai landasan ikatan.3®

Oleh karenaitu, jika dibandingkan dengan asas proporsional, yang berfungsi
untuk membagi hak dan kewajiban menurut proporsi yang mencakup semua aspek
kontrak secara keseluruhan, sedangkan asas keseimbangan, yang berfungsi untuk
membagi beban di kedua pihak secara seimbang dengan mempertimbangkan atau
situasi yang menguntungkan.®’

Dalam hal beban pembuktian, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa
penerapan prinsip proporsionalitas membantu memberikan alasan untuk keputusan
yang dibuat dalam kasus tersebut. Ini didasarkan pada prinsip bahwa hakim tidak
boleh berat sebelah. Selain itu, hakim dituntut untuk secara proporsional dan adil

membagi beban pembuktian kepada masing-masing pihak yang bersengketa.®

3 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum... ... op. cit.., HIm. 304.
37 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum...... op. cit.., HIm. 307
% |bid. HIm. 518.
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Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum Perbankan Syariah
1. Pengertian Bank Syariah

“Perbankan” adalah bentuk kata benda berasal dari kata “bank”. Kata
“bank” terambil dari bahasa Itali, yakni banco yang berarti meja. Artinya bahwa
mejalah yang digunakan untuk melakukan kegiatan proses kerja bank sejak dahulu
sampai sekarang masih, dan mungkin sampai yang akan datang secara
administratif, tetap dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa Arab bank disebut
dengan kata mashraf, yang berarti tempat berlangsungnya saling tukar menukar
sesuatu, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan, atau selainnya untuk
melakukan muamalah.®

Kata "bank" dalam bahasa Indonesia berarti lembaga keuangan yang bisnis
utamanya adalah memberikan kredit dan jasa yang berkaitan dengan pembayaran
dan peredaran uang. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan, bank adalah organisasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan/atau cara lain untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sementara kata benda "perbankan”, yang merupakan bentuk kata benda "abstrak™,
mencakup semua yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, bisnis, dan

bagaimana operasinya dijalankan.*°

39 Evita Isretno Israhadi, 2019, Buku Ajar Hukum Perbankan, Universitas Borobudur, Jakarta, HIm.

“ |bid.
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Perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberadaannya
telah mulai menjamur di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Kesuksesan
perbankan syariah diikuti oleh beberapa lembaga keuangan syariah lainnya,
misalnya pegadaian syariah, asuransi syariah, dan BMT atau koperasi syariah.
Lembaga keuangan syariah mempunyai sifat, seperti tidak membayar bunga dalam
berbagai bentuk, menganggap uang sebagai alat tukar daripada komoditas yang
diperdagangkan, dan melakukan bisnis atau kerja sama dengan tujuan mendapatkan
imbalan dan hasil.*! Harta atau modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri,
tetapi harus dengan usaha manusia.Ini salah satu sebab mengapa membungakan
uang dalam bentuk riba dilarang oleh Al- Qur'an. Salah satu hikmah pelarangan
riba, serta pengenaan zakat adalah untuk mendorong aktifitas ekonomi, perputaran
dana serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan.*?

Dalam hal ini Al-Quran mengingatkan: “Wahai orang-orang yang
beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib- rahib mereka
benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan (mereka) menghalang-
halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan
perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, Maka berikanlah kabar gembira
kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih . (Qs At-Taubah:

34).83

41 Muhammad Heykal, Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010, h..276

42 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat |,
Jakarta:Mizan, 1996, h..403

43 Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Pustaka Alfatih, 2009, h..192
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Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk
produk penghimpundana (funding) adalah deposito. Deposito berjangka, menurut
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah simpanan yang dapat ditarik hanya
pada waktu tertentu sesuai perjanjian yang dibuat antara penyimpanan dan bank
yang bersangkutan.** Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana yang didasarkan pada akad
mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah
penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.*

Hubungan Nasabah penyimpan dengan bank dalam pengelolaan perbankan,
terutama dalam konteks hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana
secara teoritis dilandasi 4 (empat) prinsip dasar, yaitu:

b. Prinsip kepercayaan (fiduciary principle, fiduciary relation);
c. Prinsip kerahasiaan (confidential principle, confidential relation);
d. Prinsip kehati-hatian (prudential principle, confidential relation); dan
e. Prinsip mengenal nasabah (know your customer principle).*®
Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, menurut Undang-Undang Perbankan

yang diubah, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan

4 Adiwarman A.Karim, Bank Islam dan Analisis Figih dan Keuangan, Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada,2004, h..303
4 Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

46 Nindyo Pramono, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Him. 243 — 261.
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pinjam meminjam uang antara debitor (bank) dan kreditor (nasabah penyimpan
dana) yang dilandasi oleh kepercayaan. Dengan kata lain, hubungan antara bank
dan nasabah penyimpan dana bukan hanya hubungan kontraktual biasa antara
debitor dan kreditor yang diliputi oleh asas-asas umum dan hukum perjanjian.
Sebaliknya, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana.*’

2. Jenis-Jenis Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan Syariah, menurut jenisnya
bank syariah terdiri atas dua jenis yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan
rakyat syariah. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Perbankan Syariah menyebutkan
Bank umum syariah adalah bank syariah yang di dalam kegiatannya memberikan
jasa dalam lalu lintas pembiayaan pembayaran. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang
Perbankan Syariah menyebutkan Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank
syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah, Bank umum syariah adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

47 Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, HIm. 83
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Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia dalam
satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di
antaranya adalah perbankan syariah, asuransi syariah, Baitul Mal wat Tamwil
(BMT). Begitu juga halnya dengan kegiatan usaha syariah pada sektor riil, seperti
hotel syariah, kolam renang syariah, multilevel marketing syariah, dan sebagainya.
Menurut data Bank Indonesia, perkembangan perbankan syariah mengalami
kemajuan yang spektakuler. Sebelum tahun 1999, jumlah bank syariah sangat
terbatas, bahkan hanya ada satu bank syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia
dengan beberapa kantor cabang.

Keuangan Syariah di Indonesia terbagi ke dalam tiga sektor yaitu Perbankan
Syariah, Intitusi Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah), dan Pasar Modal
Syariah. Per September 2021 tercatat market share Keuangan Syariah mencapai
10,19% dari total aset keuangan di Indonesia atau mencapai Rp.1.993,41 triliun.
Khusus untuk perbankan syariah merupakan sektor utama keuangan syariah di
Indonesia dengan total aset mencapai Rp. 646,2 triliun atau 6,52% market share
perbankan di Indonesia.

Dari segi jumlah institusi, tercatat jumlah perbankan syariah di Indonesia
sebanyak 198 bank yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha
Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah BUS
berkurang dari sebelumnya 14 institusi menjadi 12 institusi dikarenakan adanya
penggabungan (merger) bank syariah milik bank BUMN vyaitu Bank Syariah

Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia
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(PT BSI). Sedangkan Bank Umum Konvensional terbaru yang membuka Unit
Usaha Syariah (UUS) adalah PT Bank Jago Tbk per September 2021.

Melihat perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah demikian
cepat, namun dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya masih jauh tertinggal. Salah satunya adalah pengaturan yang
berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis perbankan syariah. Dalam hal ini
masih terdapat persoalan yuridis yang mengganjal, yaitu dualisme wewenang
peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Wewenang ini masih
menjadi kontroversi baik di antara dunia akademis maupun praktis. Bahwa
kewenangan tersebut menjadi sebuah konflik antara Peradilan Agama dengan

Peradilan Umum.*®

3. Akad Dalam Bank Syariah

Kata ‘aqad dalam istiah bahasa berati ikatan dan tali pengikat.*® “Akad”
barasal dalam bahasa Arab Al-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uqud yang
berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama figh, kata akad yang didefenisikan
sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang

menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad (lkatan,

“8 Isu ini juga yang diangkat menjadi tema pada Seminar Nasional Himpunan Sarjana dan ilmuwan
Syariah, pada 18 Juni 2011 di Syahida Inn. Pada Seminar tersebut hadir sebagai narasumber delegasi dari B,
Mahkamah Agung, Peradilan Agama, ASBISINDO, akademisi (Ahli hukum Universitas Airlangga), dan
praktisi perbankan syariah.
49 Adbdul Aziz Muhmmad Azzam, Figih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.
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keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai
kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam istilah Figih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad
seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf,
talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa,
wakalah, dan lain lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab
(pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima
kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.>°

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad
adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan perbuatan hukum tertentu.®® WJS. Poerwadarmita dalam bukunya
Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi perjanjian adalah
“persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau
lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu”.>2

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja
dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan kerido’an masing-masing maka akan
timbul rukun-rukun akad, yaitu: a) Orang-orang yang berakad (Aqid) b) Benda-

benda yang diakadkan (Ma’qud ‘alaih) c¢) Tujuan atau maksud mengadakan akad

(Maudhu ‘al-‘aqad) d) Ijab dan Kabul (Sighat al-‘aqd).>®

50 Adbdul Aziz Muhmmad Azzam, Figih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

51 Mardani, Figih Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71-72.

52 WJS. Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h.
402.

53 5Abdul Rahman Ghazali dkk, Figih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h.
52
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Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia
sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun
akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad
tersebut.>*

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah:

a. Tidak menyalahi hukum syari’ah.
b. Harus sama ridha dan ada pilihan.
c. Harus jelas dan gamblang.*®

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridha’an
dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama
ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan
keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di
dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan
perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian
tidak ada unsur paksaan, maka suatu perjanjian tidak dapat dibenarkan dan tidak
ada kekuatan hukumnya apabila dilakukan dengan keterpaksaan.

Bentuk-bentuk akad dapat di lihat di berbagai hal, yaitu: 1. Dilihat dari segi

keabsahannya menurut syara’ maka perjanjian terbagi dua, yaitu:

5 Mardani, op.cit., h. 74.
%5 Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta :
Sinar Grafika, 1994), h. 2-3.
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a.  Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.®® Pada
akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu
perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak, dan mengikat bagi keduanya.
Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad
yaitu perpindahan hak milik.

b.  Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan
syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan
tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.>” apapun, tidak terjadi
perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli
bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain dihukum tidak ada
transaksi. Dalam pandangan mazhab Hanafi akad yang tidak sah secara syar’i
terbagi dua yaitu batal dan fasad (rusak).®

Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau sifatnya
tidak dibenarkan secara syar’i, misalnya barang yang ditransaksikan tidak diakui
syara’ seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain. Dilihat dari segi
penamaannya, maka ulama membagi kepada dua, yaitu: a. Al-‘Uqud al-musammah,
yaitu suatu akad yang ditentukan nama-nama oleh syara’ serta menjelaskan hukum-
hukumnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain. b. Al-uqud

ghair al-musammah, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaan) dilakukan oleh

%6 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2003),
jilid 1, Cet. Ke -6, h.63-65.

57 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2010), h.36.

%8 Wahba Al-Zuhayly, Al-Figh Al-islamy wa Adillatahu, (Damsyiq : Da Al Fikr, 1984), Juz
4, h. 236.
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masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman
dan tempat.>
Dilihat dari segi Akad tujuannya, terbagi dua, yaitu:

a. Akad Tabaru yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni
semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama sekali
tidak ada unsur mencari “Return” ataupun motif Hukumnya adalah bahwa akad
tersebut tidak memiliki dampakYang termasuk dalam kategori ini adalah :
Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qirad dan lain-lain;

b. Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan
keuntungan dimana rukun dan syarat talah dipenuhi semuanya. Akad yang
termasuk dalam kategori ini adalah Murabahah, Salam, Istisna, dan ljarah
Muntahhiya Bittamlik serta Mudharabah dan Musyarakah.°

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Tentang Perbankan Syariah, Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah

atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban

bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Pernyataan untuk
mengikatkan diri (sighot alagdu) menjadi sesuatu yang penting dalam rukun akad.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tujuan, jenis akad dan sasaran yang

dikehendaki oleh para pihak.

5 Abdul Rahman Ghazali, op.cit., h. 58.
80 Mardani, op.cit., h. 77

35



Bagi ulama Hanafiyah rukun akad sebenarnya hanya satu yaitu sighot al-
aqdu (ijab dan gabul) sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad
dimasukkan kepada syarat-syarat akad, karena dalam pandangan ulama Hanafiyah
yang dikatakan rukun adalah sesuatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri
sedangkan pihakpihak yang berakad dan objek akad berada diluar esensi akad.
Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan
syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan
dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang
disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang di kategorikan
haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produsi makanan-makanan haram,
usaha media yang islami dan sebagainya, dimana hai ini tidak dapat dijamin oleh
sistem perbankan konvensional.®

Berbeda dengan pengaturan akibat hukum perjanjian secara umum yakni
apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut
memiliki akibat dapat dibatalkan (vernietigbaar) sedangkan jika yang tidak
terpenuhi adalah syarat obyektif maka memiliki akibat batal demi hukum
(nietigbaar).%? Sedangkan akad perjanjian syariah bertumpu pada terpenuhinya
rukun dan syarat akad yang dapat berpengaruh terhadap keabsahan dari akad

tersebut.

61 Muhammad, 2000. Hukum dan Azas — Azas Ekonomi Islam. Jakarta. Gramedia. Hal. 4
62 Komariah, 2013, Hukum Perdata. Malang. UMM Press. HIm 148
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Syarat Sah Akad Pembiayaan pada Bank Syariah Menurut Kamus Hukum
arti kata akad adalah perjanjian. Ditinjau dari Hukum Islam, perjanjian yang sering
disebut dengan akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua
orang atau lebih berdasarkan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain akad
adalah perikatan antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara’, yang
menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Pengertian akad menurut Ahmad Azhar
Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan
syara’ yang menetapkan akibat-akibat hukum. ljab adalah pernyataan pihak
pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan pihak
kedua untuk menerimanya. Masing-masing pihak haruslah saling menghormati
terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dalam suatu akad.24 Hal ini sesuai
dengan ketentuan hukum yang hidup dalam Al Quran Surat al-Maidah (5): 1, yang
artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu kepada Allah dan
dengan sesamamu.”

Dalam Islam dikenal dua istilah dalam akad, yaitu rukun akad dan syarat
akad. Rukun dapat dipahami sebagai unsur essensial yang membentuk akad, yang
harus selalu dipenuhi dalam suatu transaksi, terdiri dari: 25
c. ijab dan Qabul (Shighat al-agaad), yaitu penawaran dan penerimaan. harus

disampaikan secara lisan atau tertulis sehingga dapat menimbulkan akibat
hukum. Suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat para pihak
apabila ada kesepakatan (antaradhin) yang terwujud dalam dua pilar yakni ijan

dan gabul.
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Subjek Akad (Al-Muta’aqidain/al-‘aqidain), yaitu pihak yang berakad, pihak
yang berakad terdiri dari paling sedikit dua orang yang harus sudah baligh,
berakal sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.

Objek Akad (al-Ma’aqud alaih/mahal a-agad), yaitu objek akad harus
memenuhi persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan
oleh syara’, dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan pada waktu
akad terjadi.

Tujuan Akad (Maudhu’ al-agaad), yaitu harus ada pada saat akad akan
diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dan dibenarkan secara
syariah, dan apabila bertentangan akan berakibat pada ketidakabsahan sari
perjanjian yang dibuat.

Sahnya suatu akad sangat bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun

dan syarat akad, sedangkan syarat sahnya akad adalah:

a.

Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa
perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang
bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah,
sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah,
dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk
menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain
apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum

syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.
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b. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini tidak
boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya
perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah didasarkan kepada
kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan
Isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak
bebas masingmasing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari
pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang
diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada
kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan
oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga
tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang
apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-
masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam
perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah
mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh
perjanjian itu. Hampir sama dengan perjanjian menurut KUHPerdata, menurut
hukum Islam perjanjian juga berdasarkan kata sepakat, dengan syarat objek

perjanjian haruslah berwujud pada saat akad dilaksanakan.
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Tinjauan Umum Tentang Deposito Mudharabah
1. Definisi Mudharabah
Pengertian Mudharabah bisa juga disebut dengan qiradh yang berarti

“memutuskan”. mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al- mudharabah

adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama

(shohibul mal) menyediakan selurun modal, sedangkan pihak lainnya menjadi

pengelola.®®

Beberapa pendapat mengenai pengertian mudharabah secara istilah,
diantaranya:

a.  Mudharabah menurut Abdur Rahman L. Doi yaitu: Mudharabah dalam
terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (property)
atau persediaan (stock) tertentu (rabb al mal) kepada pihak lain untuk
membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak
memperoleh keuntungan.54

b. Mudharabah menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam
yang dikenal dalam kitabnya al Mabsut mendefinisikan mudharabah yaitu:

Perkataan mudharabah diambil dari pada perkataan “darb” (usaha) diatas

3 Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit, Hlm. 95
64 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, HIm., 29
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bumi. Dinamakan demikian mudharib berhak untuk bekerja sama bagi hasil
atas jerih payah dan usahanya.®®
c. Mudharabah menurut ahli figih yaitu: Mudharabah menurut ahli figih merupakan
suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain
berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi
berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak
d. Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/1VV/2000, mudharabah
adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu
usaha yang produktif.®®
Mudharabah adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah
pihak yakni shohibul mal manyediakan seluruh modal dan mudharib sebagai
pengelola modal.

Secara teknis mudharabah adalah proses pemilik modal menyerahkan
sebagian hartanya untuk diinvestasikan kepada pengelola usaha guna menjalankan
usaha yang telah diakadkan.%” Menurut Fatwa DSN No. 07/DS-MUI/I1V/2000,
mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah
kepada pihak lain untuk melakukan usaha yang menghasilkan..®® Dalam hal ini
pihak Lembaga Keuangan Syariah sebagai shahibul mal (investor) sedangkan

nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana investasi.

8 Wiroso, Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta:IKAPI,
2005), HIm.33

8 fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/1V/2000

67 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.
85.

8 |_ihat Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Mudharabah
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2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat

dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan

sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (fasad) dalam pelaksanaannya. Berikut

adalah rukun mudharabah menurut jumhur ulama:

a. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan
pengelola modal (mudharib);

b. Modal (Ra’sul Maal);

c. Usaha yang dijalankan (al-‘amal);

d. Keuntungan (ribh); dan

e. Pernyataan ijab dan kabul (sighat akad)

Sedangkan syarat mudharabah berkaitan dengan rukunnya, yaitu sebagai
berikut:

a. Pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah disyaratkan harus memiliki
kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum (mukallaf) untuk melakukan
kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (shahibul maal) akan memberikan
kuasa dan pengelola modal (mudharib) menerima kuasa tersebut, karena di
dalam akad mudharabah terkandung akad wakalah/kuasa.

b. Modal (Ra’sul Maal) dalam akad mudharabah harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut: a. Modal harus berupa alat tukar (uang); b. Modal harus dapat

diketahui sehingga mudah untuk diukur; c. Modal harus dalam bentuk tunai;
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dan d. Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (shahibul
maal) kepada pengelola modal (mudharib).
3. Deposito Mudharabah
Dalam Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) terdapat beberapa
rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah: Rukun
Deposito sebagai berikut: adanya shahibul mal ; adanya mudharib ; adanya
sebuah usaha (amal), adanya harta (maal), adanya hasil dan erjadinya akad.
Adapun dalam sistem perbankan syariah mengenai syarat deposito
sebagai berikut:

a. Modal harus berupa uang tunai (bukan barang), jika jumlah dan jenisnya
jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad.

b. Ijab Qabul: Pernyataan kehendak antara dua pihak harus dilakukan secara
terbuka, artinya penawaran harus disampaikan dan diketahui oleh pihak
kedua. Untuk menunjukkan kesediaan bekerja sama, pihak pertama harus
mengucapkan janji yang harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua.
Deklarasi ini harus sesuai dengan maksud pihak pertama dan sesuai
dengan keinginan pihak kedua.

c. Penentuan nisbah Nisbah penentuan bagi hasil ditentukan dalam bentuk
persentase sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.®® Nisbah harus

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. "

8 Veithzal Riva’l, 2008, Islamic Financial Management, Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, him.
127.
0 Sri Nurhayati & Wasilah, Op. Cit. , him. 117.

43



d. Dapat dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil.

Secara lebih luas terdapat beberapa karakter-karakter deposito

mudharabah diantaranya adalah:

a.

Dana yang didepositokan harus dibagi antara shahibul maal (nasabah) dan

mudharib (lembaga keuangan) berdasarkan nisbah bagi hasil yang

disepakati. Nilai nisbah, bukan bunga, digunakan dalam deposito syariah

ini.

Keuntungan (bagi hasil) yang diterima deposan akan meningkat seiring

dengan peningkatan keuntungan lembaga keuangan islam.

Ada dua jenis sistem perhitungan untuk hasil lembaga keuangan syariah :

1)

2)

Dividen pendapatan//oss: Dalam sistem ini, besar kecil pendapatan
untuk hasil yang diterima nasabah tergantung keuntungan lembaga
keuangan syariah. Dalam sistem ini bagi hasil diberikan kepada
nasabah setelah dipotong biaya operasional bank.

Pembagian pendapatan berdasarkan pendapatan kotor lembaga
keuangan. Lembaga keuangan syariah pada umumnya menerapkan
sistem revenue sharing karena lembaga keuangan syariah lebih
berpihak kepada kemaslahatan/kepentingan nasabah dan juga untuk
menghilangkan kecurigaan nasabah atas penggunaan biaya
operasional lembaga keuangan syariah. jadi, pola ini dapat

memperkecil kerugian bagi nasabah. Hanya saja, jika bagi hasil
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didasarkan pada profit sharing, persentase bagi hasil untuk nasabah

jauh lebih tinggi sedangkan nisbah untuk revenue sharing lebih rendah
dibanding profit sharing.

Cc. Ada waktu yang lama antara dana yang diinvestasikan dan keuntungan

yang diterima. Oleh karena itu, investasi di lembaga keuangan syariah

memiliki jangka waktu tertentu, dan uang nasabah tidak boleh ditarik

setiap saat sebagaimana pada tabungan biasa.

d. Nisbah hasil deposito biasanya lebih tinggi dari nisbah hasil tabungan
biasa karena masa investasi deposito jauh lebih panjang daripada tabungan

biasa, yang meningkatkan peluang return investasi.

e. Persyaratan teknis untuk membuka deposito mengikuti persyaratan teknik
bank seperti persyaratan untuk membuka dan menutup rekening.”*

Dalam Akad ini investor memberi batasan secara umum kepada pengelola
dana. Ada empat ketentuan dalam mudharabah muqayyadah on balance sheet
yakni :

1) Investor wajib memberikan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank Syariah
dan bank wajib membuat Akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana
simpanan Khusus.

2) Bank Syariah wajib memberitahukan kepada investor mengenai nasabah
(pihak ketiga) dan tata cara pembagian keuntungan dan risiko, itu harus

tercantum dalam akad.

L Ahmad Ifham, op. cit. him.. 387.
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3)

4)

Bank wajib menerbitkan bukti simpanan khusus dan bank wajib memisahkan
dana dari rekening lainnya.

Untuk deposito mudharabah bank wajib mengeluarkan sertifikat atau tanda
bukti penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.'®

Fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan ada beberapa

ketentuan umum mengenai deposito berdasarkan prinsip mudharabah:

a.

Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik
dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam
usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip  syariah  dan
mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan
piutang.

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan
dalam akad pembukaan rekening.

Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan yang bersangkutan.

Deposito adalah kumpulan dana dari nasabah atau investor yang dikelola

oleh bank untuk dialokasikan sebagai pembiayaan kegiatan produktif masyarakat.

Deposito syariah adalah deposito yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam
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pengumpulan, pengelolaan, dan pembagian hasilnya. Dana yang didapat
diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan- pembiayaan yang sesuai
syariah. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang
telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar keuntungan dari pembiayaan yang
disalurkan oleh pihak bank akan semakin besar pula keuntungan bagi hasil yang
diterima nasabah, demikin pula sebaliknya. Tentu saja pola ini jauh lebih fair (adil)
bagi kedua belah pihak.”
Tinjauan Umum Tentang Nisbah Bagi Hasil
1. Nisbah Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) di kenal dengan
Profit sharing, profit merupakan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi di artikan
pembagian laba. Secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul ketika total
pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total
cost).” Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha.
Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan
yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem
perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat.

Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan: a. Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil

usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). b.

2 Wiku Suryomurti, op. cit.

8 Agus Ahmad Nasrulloh, Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak ketiga Perbankan
Syariah di Indonesia, Jurnal Akutansi Vol 7, Nomor 1, 2012, hal.42
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Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara
kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.

Bagi untung dan bagi rugi. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan
maka pembagiannya berdasarkan nisbah, sedangkan jika :

a. Usaha tersebut mengalami kerugian maka pembagian didasarkan proporsi
modal.”

b. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima baru dapat diketahui setelah
hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.

c. Nisbah bagi hasil ditentukan atas kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama.

d. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi
masing-masing pihak dalam bekerjasama. prospek perolehan keuntungan, dan
tingkat risiko yang mungkin terjadi.”

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan nisbah
bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha
harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan
dibentuk, dan besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak harus
disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.

Bagi Hasil Dalam perbankan syariah yang menjadi landasan operasional

pertama untuk produk-produk pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah

" Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja
Grafindoo Persada, 2007), hal. 206-207

5 Muclis Yahya, Edy Yusuf Agunggunanto, Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)
dan Perbankan Syariah dalam Kelompok Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi
Pembangunan Vol.1, No.1, 2011. hal.67
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adalah menggunakan prinsip bagi hasil.”® Hal inilah yang menjadi dasar untuk

membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Konsep Bagi Hasil Konsep

bagi hasil menurut IBI dalam adalah sebagai berikut’’:

a.

Bank yang bertindak sebagai pengelola dana akan menerima dana investasi
dari pemilik dana yang mempercayakan dananya untuk usaha.

Bank syariah (pengelola dana) akan menggunakan sistem pool of fund dalam
pengelolaan dana, dan selanjutnya sasaran yang hendak dituju adalah usaha
atau proyek yang dapat memberikan keuntungan serta layak dijalankan sesuai
dengan prinsip syariah.

Perjanjian yang berisi kesepakatan dalam transaksi berupa jangka waktu,
nisbah, nominal, dan ruang lingkup kerja harus ditandatangani oleh kedua

belah pihak.

Nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:"

a.

Persentase Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan
dalam nominal uang tertentu (rupiah).

Bagi Untung dan Bagi Rugi Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang
telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal
masingmasing pihak.

Jaminan Jaminan yang akan diminta terkait dengan character risk yang dimiliki

oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter

76 (Muhamad, 2016: 117).
" Soleviningsih (2013: 265)
8 (Muhamad, 2016: 121-122):
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mudharib, maka yang menanggungnya adalah mudharib. Akan tetapi, jika
kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul mal tidak
diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.

Besaran Nisbah Nisbah ditentukan dengan cara musyawarah antara pihak
pemilik dana dan pihak pengelola dana untuk mendapatkan angka besaran
nisbah yang menjadi kesepakatan pihak yang bersangkutan.

Cara Menyelesaikan Kerugian Kerugian akan diselesaikan dengan cara
mengambil dari bagian keuntungan, dimana keuntungan merupakan pelindung
modal. Jika keuntungan tidak cukup untuk menutup kerugian, maka pokok
modal menjadi jalan keluarnya.

Tahapan Perhitungan Bagi Hasil Untuk menghitung pendapatan bagi hasil

yang diterima oleh bank maupun nasabah, dimana bank sebagai pengelola dana

sedangkan nasabah sebagai pemilik dana, dilakukan beberapa tahapan sebagai

berikut :
a. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil;
b. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil;
c. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan
bagi hasil;
d. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasababh;
e. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah

Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan: a. Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil
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usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). b.
Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara
kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.
Bagi untung dan bagi rugi. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan
maka pembagiannya berdasarkan nisbah, sedangkan jika :
e. Usaha tersebut mengalami kerugian maka pembagian didasarkan proporsi
modal.”
f.  Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima baru dapat diketahui setelah
hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.
g. Nisbah bagi hasil ditentukan atas kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama.
h. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi
masing-masing pihak dalam bekerjasama. prospek perolehan keuntungan, dan
tingkat risiko yang mungkin terjadi.®
Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan nisbah
bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha
harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan
dibentuk, dan besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak harus

disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.

% Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja
Grafindoo Persada, 2007), hal. 206-207

80 Muclis Yahya, Edy Yusuf Agunggunanto, Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)
dan Perbankan Syariah dalam Kelompok Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi
Pembangunan Vol.1, No.1, 2011. hal.67
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Bagi Hasil Dalam perbankan syariah yang menjadi landasan operasional

pertama untuk produk-produk pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah

adalah menggunakan prinsip bagi hasil.®* Hal inilah yang menjadi dasar untuk

membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Konsep Bagi Hasil Konsep

bagi hasil menurut IBI dalam adalah sebagai berikut®2:

d.

Bank yang bertindak sebagai pengelola dana akan menerima dana investasi
dari pemilik dana yang mempercayakan dananya untuk usaha.

Bank syariah (pengelola dana) akan menggunakan sistem pool of fund dalam
pengelolaan dana, dan selanjutnya sasaran yang hendak dituju adalah usaha
atau proyek yang dapat memberikan keuntungan serta layak dijalankan sesuai
dengan prinsip syariah.

Perjanjian yang berisi kesepakatan dalam transaksi berupa jangka waktu,
nisbah, nominal, dan ruang lingkup kerja harus ditandatangani oleh kedua

belah pihak.

Nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:®

1)

2)

Persentase Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan
dalam nominal uang tertentu (rupiah).

Bagi Untung dan Bagi Rugi Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang
telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal

masingmasing pihak.

81 (Muhamad, 2016: 117).
8 Soleviningsih (2013: 265)
8 (Muhamad, 2016: 121-122):
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3)

4)

5)

Jaminan Jaminan yang akan diminta terkait dengan character risk yang dimiliki
olen mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter
mudharib, maka yang menanggungnya adalah mudharib. Akan tetapi, jika
kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul mal tidak
diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.

Besaran Nisbah Nisbah ditentukan dengan cara musyawarah antara pihak
pemilik dana dan pihak pengelola dana untuk mendapatkan angka besaran
nisbah yang menjadi kesepakatan pihak yang bersangkutan.

Cara Menyelesaikan Kerugian Kerugian akan diselesaikan dengan cara
mengambil dari bagian keuntungan, dimana keuntungan merupakan pelindung
modal. Jika keuntungan tidak cukup untuk menutup kerugian, maka pokok
modal menjadi jalan keluarnya.

Tahapan Perhitungan Bagi Hasil Untuk menghitung pendapatan bagi hasil

yang diterima oleh bank maupun nasabah, dimana bank sebagai pengelola dana

sedangkan nasabah sebagai pemilik dana, dilakukan beberapa tahapan sebagai

berikut :

d. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil

e. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil

f.  Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan
bagi hasil

g. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah;

h.  Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah
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Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan: a. Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil
usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). b.
Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara
kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.

Bagi untung dan bagi rugi. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan
maka pembagiannya berdasarkan nisbah, sedangkan jika :

I. Usaha tersebut mengalami kerugian maka pembagian didasarkan proporsi
modal.®*

j. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima baru dapat diketahui setelah
hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.

k. Nisbah bagi hasil ditentukan atas kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama.

I.  Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi
masing-masing pihak dalam bekerjasama. prospek perolehan keuntungan, dan
tingkat risiko yang mungkin terjadi.®

Konsep Bagi Hasil Konsep bagi hasil menurut 1BI dalam adalah sebagai
berikut8®:

g. Bank yang bertindak sebagai pengelola dana akan menerima dana investasi

dari pemilik dana yang mempercayakan dananya untuk usaha.

8 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja
Grafindoo Persada, 2007), hal. 206-207
8 Muclis Yahya, Edy Yusuf Agunggunanto, Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)
dan Perbankan Syariah dalam Kelompok Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi
Pembangunan Vol.1, No.1, 2011. hal.67
8 Soleviningsih (2013: 265)
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h. Bank syariah (pengelola dana) akan menggunakan sistem pool of fund dalam
pengelolaan dana, dan selanjutnya sasaran yang hendak dituju adalah usaha
atau proyek yang dapat memberikan keuntungan serta layak dijalankan sesuai
dengan prinsip syariah.

I. Perjanjian yang berisi kesepakatan dalam transaksi berupa jangka waktu,
nisbah, nominal, dan ruang lingkup kerja harus ditandatangani oleh kedua
belah pihak.

Nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:8’

a. Persentase Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan
dalam nominal uang tertentu (rupiah).

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah
yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi
modal masingmasing pihak.

c. Jaminan Jaminan yang akan diminta terkait dengan character risk yang
dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan
karakter mudharib, maka yang menanggungnya adalah mudharib. Akan
tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul mal tidak
diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.

d. Besaran Nisbah Nisbah ditentukan dengan cara musyawarah antara pihak
pemilik dana dan pihak pengelola dana untuk mendapatkan angka besaran

nisbah yang menjadi kesepakatan pihak yang bersangkutan.

87 (Muhamad, 2016: 121-122):
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e. Cara Menyelesaikan Kerugian Kerugian akan diselesaikan dengan cara

mengambil dari bagian keuntungan, dimana keuntungan merupakan
pelindung modal. Jika keuntungan tidak cukup untuk menutup kerugian,
maka pokok modal menjadi jalan keluarnya.

Tahapan Perhitungan Bagi Hasil Untuk menghitung pendapatan bagi hasil

yang diterima oleh bank maupun nasabah, dimana bank sebagai pengelola dana

sedangkan nasabah sebagai pemilik dana, dilakukan beberapa tahapan sebagai

berikut :

a.

b.

Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil

Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil
Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan
bagi hasil

Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasababh;

kuntansi bagi hasil untuk bank syariah

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan nisbah bagi

hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha harus

ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan dibentuk, dan

besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak harus disepakati oleh

kedua belah pihak yang bekerja sama.

Bagi Hasil Dalam perbankan syariah yang menjadi landasan operasional

pertama untuk produk-produk pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah
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adalah menggunakan prinsip bagi hasil.® Hal inilah yang menjadi dasar untuk

membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

2.

Landasan Hukum Akad Bagi Hasil

Macam-macam produk berdasarkan akad bagi hasil bentuk-bentuk kontrak

kerjasama bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah diantaranya musyarakah dan

mudharabah, Dari berbagai akad-akad bagi hasil diatas yang biasanya digunakan,

khususunya pada bank-bank syariah yang ada di Indonesia yakni pembiayaan

musyarakah dan pembiayaan mudharabah.

a.

Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan musyarakah yaitu kerjasama yang
dilakukan antara dua pihak atau lebih dimana kedua belah pihak sama-sama
memiliki modal (dana) untuk melakukan usaha bersama dan mengelola
bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil dibagi berdasarkan
kesepakatan yakni biasanya dibagi berdasarkan jumlah modal atau dana yang
ditanamkan dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung
bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pembiayaan Mudharabah Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama
usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana)
dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami
kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika
ada kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan,

kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

8 (Muhamad, 2016: 117).
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Mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak yakni antara
pemilik dana (shohibul maal) dan pengelola (Mudharib) untuk melakukan kegiatan
usaha tertentu dengan menggunakan bagi untung (profit sharing) berdasarkan
kesepakatan diantara kedua belah pihak. Mudharabah dibagi menjadi dua macam
yakni sebagai berikut:

a. Mudharabah mutlagah yakni pemilik dana (Shohibul maal) tidak memberikan
batasan kepada pengelola (mudhorib) untuk menggunakan dana tersebut dalam
mengelola usaha baik mengenai tempat, waktu dan jenis usaha yang akan
dijalankan, dan pengelola bertanggungjawab untuk mengelola usaha sesuai
dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.

b. Mudharabah mugayyadah adalah pemilik dana (shohibul maal) menentukan
syarat dan pembatasan kepada pengelola (mudharib) dalam menggunakan dana
tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan yang lainnya. Pengelola
menggunakan dana tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus
yakni untuk menghasilkan keuntungan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa Dewan Pengawas Syariah
Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang tertanggal 1 April tahun 2000 yang
memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan (simpanan)
mudaharabah yakni sebagai berikut: Ketentuan tabungan (simpanan) mudharabah
sebagai berikut:

a. Dalam transaksi simpanan mudharabah nasabah bertindak sebagai shohibul

maal (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana).
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. Bank yang bertindak sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai
macam usaha, dimana usaha yang tersebut tidak bertentangan dengan prinsip
syariah dan dalam mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah
dengan pihak lain.

. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan
putang.

. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dinyatakan
dalam akad pembukuan rekening

. Bank sebagai pengelola (mudharib) menutup biaya operasional tabungan
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

. Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa izin
atau persetujuan dari pihak shohibul maal (nasabah).

Pihak lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak

lain melalui akad mudharabah yakni akad kerjasama yang dilakukan antara pimilik

dana (shohibul mal) dan pengelola (mudhorib), dimana shohibul mal memberikan

modal kepada mudhorib untuk mengelola modal atau dana yang diberikan, dan

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Landasan hukum yang digunakan dalam pembiayaan akad mudharabah yakni

berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits, sebagaimana yang terdapat dalam firman

Allah yang ada di dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa [4]: 29:
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BAB Il

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS AKAD DEPOSITO
MUDHARABAH DAN NISBAH BAGI HASIL KEUNTUNGAN
DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH

A. Penerapan Asas Proporsionalitas Akad Deposito Mudharabah Dalam Sistem
Perbankan Syariah
1. Akad Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah

Menurut UU No. 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang dapat
ditarik hanya pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga
dengan bank yang bersangkutan. Simpanan deposito berjangka, di sisi lain,
adalah simpanan yang dapat ditarik hanya pada waktu tertentu berdasarkan
perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Pada
dasarnya, deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Namun, jika
dilakukan sebelum jatuh tempo, bank akan mengenakan denda, yang besarnya
tergantung pada kebijakan bank.

Di dalam depposito berjangka ini juga dikenal sebagai ARO (automatic
rool over), maksudnya adalah apabila terdapat deposito yang jatuh tempo dan
deposan tidak menarik depositonya maka otomatis bank akan memperpanjang
deposito tersebut dengan jangka waktu yang sama seperti jangka waktu
sebelumnya dengan suku bunga deposito saat perpanjangan. Sarana atau alat
untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis

depositonya artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan
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sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Untuk deposito berjangka
menggunakan bilyet deposito sedangkan untuk ser tifikat deposito
menggunakan sertifikat deposito.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, akad
mudharabah dalam pembiayaan adalah perjanjian kerja sama dalam suatu
usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal, Bank Syariah) yang
menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, Nasabah) yang
mengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan perjanjian
yang dituangkan dalam perjanjian. Kecuali dalam kasus tertentu, Bank Syariah
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian.

Konsep mudharabah kontemporer yang ada saat ini telah banyak
mengalami transformasi. Jika pada konsep mudharabah klasik, mudharabah
hanya dilakukan dengan satu jenis atau bentuk, maka pada konsep mudharabah
kontemporer dapat digabungkan dengan akad lain seperti dengan akad
murabahah atau musyarakah, hal tersebut untuk menyesuaikan dengan
keadaan masyarakat serta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat
untuk mendapatkan layanan jasa perbankan syariah yang baik. Mekanisme
mudharabah kontemporer saat ini berbeda dengan praktik mudharabah klasik
atau terdahulu.

Pada konsep mudharabah klasik tidak terdapat mekanisme angsuran
dalam pembayaran modal pokok yang dikelola mudharib kepada shahibul

maal, pembayaran modal pokok yang diterima oleh mudharib dari shahibul
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maal tersebut hanya dilakukan satu kali di akhir periode kontrak. Hal ini juga
berlaku untuk mekanisme pembayaran bagi hasil pada akad mudharabah,
dimana pembayaran bagi hasil mudharabah dilakukan satu kali di akhir
periode kontrak. Produk Bank Syariah berbasis akad mudharabah yang ada
saat ini mengacu kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah
Nasional-MUI (DSN-MUI), Peraturan Otoritas terkait serta ketentuan hukum
yang terhimpun di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).

Di Indonesia terdapat bank Syariah Indonesia yang mana sistem
pelaksanaannya berdasarkan sistem Syariah islam. Tidak jauh berbeda dengan
sistem konvensoinal bahwa metode penyimpanan dalam sistem bank Syariah
juga terdapat deposito Syariah. Deposito Syariah merupakan produk investasi
dalam bentuk simpanan berjangka, yang terbebas dari riba. Karena berjangka,
deposito syariah lebih menguntungkan daripada simpanan syariah.

Hal ini terjadi karena bank syariah mengelola dana nasabah yang
tertahan tersebut. Nasabah sebagai sohibul mal atau pemilik dana,
menyediakan dana kepada bank syariah sebagai mudharib atau pihak
pengelola, untuk diproses dengan tujuan mendapat keuntungan. Ketentuan
tentang keuntungan dan jangka waktu simpanan pun ditentukan di awal proses
pembuatan rekening deposito syariah. Pada proses inilah terjadi akad atau
perjanjian, yang membedakan deposito syariah dengan deposito konvensional.

Akad Mudharabah termasuk dalam akad dalam deposito syariah akad

mudharabah sendiri merupakan salah satu jenis akad tijarah, yang juga banyak
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dipakai dalam transaksi komersial lain dalam ekonomi Islam. Karena nasabah
dan bank bekerja sama dalam akad ini, nasabah juga memiliki andil dalam
proses perolehan keuntungan tersebut. Ada 2 opsi yang dapat pilih untuk
menentukan keputusan investasi, sebagai berikut: Mudharabah muthlagah
Pada akad ini, nasabah memercayakan keputusan investasinya 100 % kepada
bank syariah. Sehingga, bank syariahlah yang akan memilih instrumen apa saja
untuk memutar uang nasabah.

Akan tetapi nasabah tetap mengawasi hasil investasinya tersebut.
Mudharabah muqayyadah Beda halnya dengan akad mudharabah
mugayyadah yang memberi ruang bagi nasabah untuk menentukan metode
investasi, jenis usaha, dan instrumen investasi yang dipilih untuk mengelola
uang nasabah yang didepositokan tersebut. Bunga Deposito Syariah Jika bagi
nasabah tidak menerima bunga dari deposito syariah sistem bunga tidak
dijalankan dengan akad mudharabah. Akan tetapi, calon nasabah mencari
keuntungan deposito syariah, bahwa nasabah hanya akan menerima nisbah dari
pihak bank syariah. Nisbah Deposito Syariah Nisbah atau bagi hasil adalah
sistem perolehan keuntungan yang sesuai dengan syariat Islam.

Nisbah dapat ditemukan dalam produk deposito syariah dan beberapa
produk bank syariah lainnya. Perbandingan jumlah keuntungan untuk pemilik
dana (nasabah) dan pihak pengelola (bank syariah) sebesar 60 : 40. Meski

begitu, jumlah nominal keuntungan yang diterima belum tentu sama, karena
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dipengaruhi oleh kinerja dan perolehan keuntungan investasi itu sendiri.®®
Menarik Deposito Syariah Sebelum Jatuh Tempo Bagaimana jika dana yang
telah didepositokan mendadak harus dicairkan. Apabila calon nasabah
memiliki keperluan darurat mendadak dan harus menarik deposito syariah
sebelum jatuh tempo. Tentunya akan menerima konsekuensi karena melanggar
akad yang disepakati di awal.

Nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh
tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana
(shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang tertuang dalam akad /
perjanjian dan telah ditandangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama
usaha. Apabila dalam akad diperjanjian bahwa nisbah simpanan mudharabah
adalah 40 : 60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung / investor
/ nasabah adalah 60 % dan 40 % untuk bank syariah sebagai pengelola dana.

Syarat minimum akad mudharabah untuk deposito adalah : Bank
bertindak selaku mudharib, sementara nasabah bertindak selaku shahibul maal,
Dana nasabah harus disetor penuh, Pembagian keuntungan dalam nisbah, Pada
tabungan nasabah wajib meninvestasikan dana minimun tertentu, Nasabah
tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan, Biaya operasional dari nisbah
bank, Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah, Bank tidak menjamin dana

nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang- undangan yang berlaku.*

89 89 Irma Devita Purnamasari, 2011, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kaifa, Bandung.
Him. 35.
9 1pbid
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Berdasarkan kewenangan dari pemilik dana terdapat empat bentuk

mudharabah yaitu :

a.

Mudharabah Mutlagah Dalam deposito mudharabah mutlagah, Lembaga
keuangan Syariah memiliki hak dan kebebasan sepenuhnya untuk
menginvestasikan dana mereka ke berbagai sektor bisnis yang diharapkan
menghasilkan keuntungan, karena pemilik dana tidak menetapkan batasan
atau persyaratan untuk mengelola investasinya.

Mudharabah Mugayyadah Dalam deposito mudharabah muqayyadah,

Pemilik dana memberikan batasan kepada lembaga keuangan syariah

dalam mengelola investasinya, termasuk tentang lokasi, metode, dan

tujuan investasi. Dengan kata lain, lembaga keuangan syariah tidak
diizinkan untuk menginvestasikan dana mereka ke berbagai industri yang
diharapkan menghasilkan keuntungan.®!

Ada dua jenis mudharabah muqayyadah yaitu:

2) RIA (Unrestricted Invesment Account). Mudharabah jenis ini
merupakan di mana pemilik dana dapat menetapkan aturan yang harus
diikuti oleh bank, seperti meminta untuk digunakan untuk tujuan
tertentu atau untuk klien tertentu (mudharabah mugayyadah on
balance sheet).%

3) Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet adalah jenis mudharabah

9 Adiwarman Karim, 2011, Bank Islam, Rajawali Pers, Cet. Ke-8, Jakarta, him. 352
92 Akhmad Mujahidin, loc. cit, him. 257
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di mana dana mudharabah langusung diberikan kepada pelaksana
usaha; bank berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan
pemilik dana dengan pemilik usaha.®®

C. Mudharabah Musytarakah Bentuk mudharabah dimana pengelola dana
menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.®*

d. Mudharabah Musyarakah Perusahaan pembiayaan mendapatkan dana ini
melalui kerja sama dengan pihak lain untuk usaha tertentu. Masing-masing
pihak memberikan kontribusi dana dengan asumsi bahwa keuntungan dan
resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian yang tercantum
dalam perjanjian lain..%

Dalam Simpanan Mudharabah Berjangka (Deposito) terdapat beberapa
rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah: Rukun
Deposito sebagai berikut: adanya shahibul mal ; adanya mudharib ; adanya
sebuah usaha (amal), adanya harta (maal), adanya hasil dan erjadinya akad.

Adapun dalam sistem perbankan syariah mengenai syarat deposito
sebagai berikut:

a. Modal harus berupa uang tunai (bukan barang), jika jumlah dan jenisnya
jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad.

b. Ijab Qabul: Pernyataan kehendak antara dua pihak harus dilakukan secara

terbuka, artinya penawaran harus disampaikan dan diketahui oleh pihak

% Ibid. 258
9 Wiroso, 2011, Akuntansi Transaksi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
% Abdul Ghofur Anshori, op. cit. him. 112.
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C.

d.

kedua. Untuk menunjukkan kesediaan bekerja sama, pihak pertama harus
mengucapkan janji yang harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua.
Deklarasi ini harus sesuai dengan maksud pihak pertama dan sesuai
dengan keinginan pihak kedua.

Penentuan nisbah Nisbah penentuan bagi hasil ditentukan dalam bentuk
persentase sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.%® Nisbah harus
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. ¥

Dapat dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil.

Secara lebih luas terdapat beberapa karakter-karakter deposito

mudharabah diantaranya adalah:

a.

Dana yang didepositokan harus dibagi antara shahibul maal (nasabah) dan
mudharib (lembaga keuangan) berdasarkan nisbah bagi hasil yang
disepakati. Nilai nisbah, bukan bunga, digunakan dalam deposito syariah
ini.

Keuntungan (bagi hasil) yang diterima deposan akan meningkat seiring
dengan peningkatan keuntungan lembaga keuangan islam.

Ada dua jenis sistem perhitungan untuk hasil lembaga keuangan syariah :
1) Dividen pendapatan//oss: Dalam sistem ini, besar kecil pendapatan

untuk hasil yang diterima nasabah tergantung keuntungan lembaga

127.

% Veithzal Riva’l, 2008, Islamic Financial Management, Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, him.

97 Sri Nurhayati & Wasilah, Op. Cit. , him. 117.
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C.

keuangan syariah. Dalam sistem ini bagi hasil diberikan kepada
nasabah setelah dipotong biaya operasional bank.

2) Pembagian pendapatan berdasarkan pendapatan kotor lembaga
keuangan. Lembaga keuangan syariah pada umumnya menerapkan
sistem revenue sharing karena lembaga keuangan syariah lebih
berpihak kepada kemaslahatan/kepentingan nasabah dan juga untuk
menghilangkan kecurigaan nasabah atas penggunaan biaya
operasional lembaga keuangan syariah. jadi, pola ini dapat
memperkecil kerugian bagi nasabah. Hanya saja, jika bagi hasil
didasarkan pada profit sharing, persentase bagi hasil untuk nasabah
jauh lebih tinggi sedangkan nisbah untuk revenue sharing lebih rendah
dibanding profit sharing.

Ada waktu yang lama antara dana yang diinvestasikan dan keuntungan

yang diterima. Oleh karena itu, investasi di lembaga keuangan syariah

memiliki jangka waktu tertentu, dan uang nasabah tidak boleh ditarik

setiap saat sebagaimana pada tabungan biasa.

d. Nisbah hasil deposito biasanya lebih tinggi dari nisbah hasil tabungan biasa

c.

karena masa investasi deposito jauh lebih panjang daripada tabungan
biasa, yang meningkatkan peluang return investasi.
Persyaratan teknis untuk membuka deposito mengikuti persyaratan teknik

bank seperti persyaratan untuk membuka dan menutup rekening.%

9% Ahmad Iftham, op. cit. him.. 387.
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Deposito adalah kumpulan dana dari nasabah atau investor yang
dikelola oleh bank untuk dialokasikan sebagai pembiayaan kegiatan produktif
masyarakat. Deposito syariah adalah deposito yang menggunakan prinsip-
prinsip syariah dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pembagian hasilnya.
Dana yang didapat diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan-
pembiayaan yang sesuai syariah. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi
berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar
keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank akan semakin
besar pula keuntungan bagi hasil yang diterima nasabah, demikin pula
sebaliknya. Tentu saja pola ini jauh lebih fair (adil) bagi kedua belah pihak.%

Berbeda dengan bank konvensional yang mengenakan denda sebesar
0,5% hingga 2% dari jumlah uang yang didepositokan atau menghapus bunga
berjalan, sementara untuk sistem perbankan syariah tentu tetap dikenakan
denda. Hanya saja, denda tersebut berupa biaya administrasi dan nominalnya
pun telah dicantumkan pada kesepakatan di awal dan dendanya lebih rendah.

Dalam pelaksanaannya akad mudharabah memiliki ketentuan umum
yakni.

a. Pertama, bank Syariah harus memberikan informasi tentang nisbah dan
cara mengumumkan keuntungan dan atau pembagian keuntungan dari

resiko yang dihasilkan dari penyimpanan dana. Jika telah ada kesepakatan

99 Wiku Suryomurti, op. cit.
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mengenai hal ini, maka harus ditulis dalam perjanjian.

b. Kedua, untuk nasabah yang menabung dalam skema mudharabah, bank
Syariah dapat memberikan buku tabungan, kartu ATM, atau alat penarikan
lainnya. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan buku
tabungan.

c. Ketiga, nasabah memiliki kebebasan untuk mengambil tabungan
mudharabah kapan saja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
namun, mereka tidak boleh memiliki saldo negatif.

d. Keempat, deposito mudharabah hanya dapat diperoleh selama jangka
waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Deposito yang diperpanjang
akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi jika ada perpanjangan
otomatis pada akad, maka tidak perlu dibuat akad baru.

e. Kelima, ketentuan lain yang berlaku dalam akad mudharabah, seperti
tabungan dan deposito, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan
prinsip Syariah.!’?

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 tahun 1988 pasal 1 ayat 7 yaitu deposito atau disebut deposito berjangka
adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
Jadi, penarikan deposito itu jangka waktunya sudah ditetapkan dalam

perjanjian antara nasabah dengan bank. Peruntukan deposito ini lebih kepada
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instrument investasi dari pada sebagai wadah penyimpan kelebihan
likuiditas.*®

Deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan kedalam
penguasaan bankuntuk pengamtan, investasi, atau sebagai anggunan. Bila
nasabah mendepositokan modalnya ke suatu bank maka modal tersebut
merupakan asset milik bank dan hubungan yang terjadi antara bank dan klien
sebanding dengan hubungan yang terjadi antara hutang dan piutang. Deposito
murdharabah merupakan kategori investasi sehingga disebut dengan
investment accounts bukan save accounts sebagaimana dalam tabungan.!®
Investasi mudharabah merupakan investasi yang ditempatkan nasabah yang
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, dan penarikannya hanya
dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang
disepakati.

Deposito mudah diperdiksi ketersedian dananya karena terdapat
jangka waktu dalam penempatanya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya
dapat dilakukan sesuai jangka waktu sesuai dengan akad perjanjian yang telah
disepakati. Sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil
yang diberikan oleh bank untuk deposito itu lebih tinggi di banding dengan

tabungan mudharabah.%?

100 Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek
Hukum, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2009), h. 162.

101 Ahmad Dahlan, Bank Syariah. Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 151.

102 Ismail, op.cit., h. 9.
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Dasar hukum deposito dalam perbankan konvensional terdapat dalam

UU No. 10 Tahun 1988 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan. Sedangkan dasar hukum deposito mudharabah terdapat pada

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal

1ayat 12,17, 18, dan 22.1% Dalam Fatwa DSN no. 3/DSN-MUI/IV/2000 serta

dalam kodifikasi Peraturan BankIndonesia BAB Il pasal 3, 9 /19/PBI1/2007

Butir a, SE 10/14/DPbs 2008 Romawi I, tentang tabungan dan deposito

Mudharabah.%*

Jenis produk perbankan yang termasuk ke dalam akad mudharabah.
Deposito berjangka, simpanan yang hanya dapat digunakan oleh
penarikan dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang telah
diperjanjikan antara deposan dengan bank. Deposito hanya dapat
dicairkan pada saat jatu tempo oleh pihak yang namanya tercantumdalam
Bilyet. Karena deposito ini merupakan simpanan atas nama bukan atas
unjuk. Apabila deposan menghendaki depositonya diperpanjang secara
otomatis maka pihak bank akan memberikan fasilitas Automatic Roll
Over (ARO).

Deposito on call adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat
dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dalam jangka waktu

tertentu, seperti yang disepakati oleh pelanggan dan bank. Semakin besar

103 | jhat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
104 |ihat Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia
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dana yang akan ditarik, semakin lama pula jangka waktu pemberitahuan
sebelumnya yang diinginkan pihak bank. Tingkat nisbah biasanya
ditetapkan lebih rendah dari pada deposito berjangka dan lebih tinggi dari
jasa giro. Biasanya deposito on call digunakan nasabah disebabkan
nasabah tidak setiap saat menarik dananya. Keperluan penarikannya itu
dapat diprediksi oleh nasabah itu sendiri.*®®
Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang
menyatakan bahwa Deposito yang dibenarkan adalah yang didasarkan pada
prinsip mudharabah. Dalam hal ini bank Syariah bertindak sebagai mudharib
sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal. Dari hasil pengelolaan
dana bank Syariah akan membagi hasil kepada pemilik modal sesuai dengan
nisbah yang telah disepakati yang dituangkan dalam Akad pembukuan
rekening. Dalam pengelolaannya bank tidak menanggung kerugianya yang
disebabkan bukan karena kelalaianya. Namun apabila yang terjadi adalah mis
management bank tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap hal itu.
Perhitungan nisbah bagi hasil dari sudut pandang shahibul mal,
terdapat tiga skema aliran dana dari investor kepada bank yakni:
a. Mudharabah mugayyad off balance sheet dalam skema ini nasabah

investor kepada suatu nasabah pembiayaan (debitur) artinya

105 Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba
Empat, 2006), h. 97.
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perhitunganya hanya memperhitungkan dua belah pihak yang terlibat
dalam investasi tersebut;

b. Mudharabah mugayyadah on balance sheet dalam sekema ini dapat
terjadi aliran dana dari nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha
dalambeberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa.
Perhitungan bagi hasilnya adalah bahwa jika seorang nasbah investor
ingin menginvestasikan seratus persen dananya pada suatu usaha maka
pihak bank tidak akan menginvestasikan seratuspersen dananya tersebut
dikarenakan harus ada simpanan wajib di Bank Giro Wajib Minimum
(GWM) sebesar lima persen dari dana tersebut. Kekurangan invesatasi itu
akanditutupi oleh dana yang dimiliki bank sehingga jumlah invesatasi
yang dilakukan oleh pihak nasabah dan bank pada bidang usaha tertentu
mencapai seratus persen.

Sedangkan penentuan bagi hasil dari sudut pandang perbankan dapat
dilihat penentuan tingkat bobot atau persentase yang mana persentase ini
dipengaruhi oleh (1) factor giro wajib minimun yang ditentukan oleh bank
sentral. Bank Indonesia menetapkan 5%. (2) Besaran dana cadangan yang
dibutuhkan bank untuk menjamin terlaksananya operasional perbankan
sehingga bank akan menyimpan dana cadangan diatas 5%. (3) Tingkat dana
yang ditarik setor oleh nasabah atau investor.

Perhitungan bagi hasi dari sudut pandang perbankan dapat dilihat dari

perhitungan saldo akhir bulan disni bank akan mengklasifikasi jenis
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produkanya katakanlah giro, tabungan dan deposito selama satu bulan, tiga
bulan, enam bulan, dan dua belas bulan. Bank juga dapat menggunakan saldo
rata-rata harian untuk menghitungnya. Metode perhitungan bagi hasil
berdasarkan saldo rata-rata harian merupak metode baru di perbankan
sayariah.1%® Hal yang perinsip yang ada dalam perhitungan yang baru ini
adalah pada aspek bobot dan pengakuan dana dari pihak ketiga yang
diperhitungakan dalam bagi hasil. Ini dimaksudkan untuk menghasilkan
keadilan antar pihak bank dengan nasabah.

Bunga secara leksikal merupakan terjemahan dari interest. Bunga
adalah tanggungan pada peminjam uang yang biasanya dinyatakan dengan
persentase dari uangyang dipinjamkan.!®” Suku bunga dalam pinjaman
diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yakni :

a. Suku bunga dasar atau yang sering disebut dengan Bank Rate artinya
tinggkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank Sentral dalam hal ini
Bank Indonesia.

b. Suku bunga efektif yakni suku bunga yang di bebankan dalam tahunan.

c. Suku bunga nominal artinya suku bunga atas dasar masa bunga satu
tahun; dan

d. Suku bunga padanan yakni suku bunga per hari, per minggu, perbulan

dan pertahun untuk sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka

372.

106 Adi Marwan Karim, Analisis Fikih dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.

107 Muhammad, Mnajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 40.
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waktu tertentu yang jika dihitung secara perbungamenghasilkan bunga
yang sama.®
Sedangkan riba menurut bahasa adalah tambahan, berkembang,
mengikat dan membesar Dengan kata lain riba, adalah tambahan yang
berkembang peningkatanya danmembesar atas pinjaman pokok yang diterima
pemberi pinjaman dari peminjam sebagaiimbalan karena menangguhkan atau
berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.1%
Dalam Syariah Islam riba diharamkan sebagaiman tertuang dalam Al-
Quran surat Al-Bagarah ayat 275.11° Riba menghendaki pengambilan harta
orang lain dengan tidak ada imbalanya, riba menyebabkan putusnya perbuatan
baik antara manusia atau menghilangkan manfaat atas hutang piutang.
Menurut para ulama, riba digolongkan kepada empat jenis, yakni :
a. Riba fadhli yakni penukaran jenis barang yang sama tetapi kuantitasnya
berbeda;
b. Qardi yaitu ribadari utang piutang dengan menarik keuntungan dari
piutangnya,
c. Riba yadh adalah riba jual bali yang dilakukan seseorang sebelum

menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh

menjualnya lagi kepada siapapun sebab barang yang dibeli belumditerima

108 Henricius W Ishmantono, Kamus Istilah Ekonomi Populer, (Jakarta: Buku Kompas, 2003), h.

251.

109 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskrifsi dan Ilusi, (Yogyakarta:
Ekonisia, 2003), h. 11

110 | jhat QS Al- Bagarah ayat 275.
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dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama,
d. Riba nasa’i yaitu melibihkanpenjualan barang yang dijualbelikan atau
diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Bank Syariah
merupakan suatu Lembaga Keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip
Syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam skema operasionalnya.
Dengan prinsip ini bank Syariah berusaha mengumpulkan dana dari
masyarakat yang memiliki harta lebih dan menyalurkan kembali kepada
masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Dengan demikian bank Syariah
dapat menciptakan masyarakat untuk melakukan kerjasama ekonomi
berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan menjauhi riba.

Ekonomi Islam merupakan aktivitas yang menjunjung tinggi
keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Segala aktivitas kerja
dalam ekonomi Islam bertujuan untuk keharmonisan kehidupan. Islam
memotivasi untuk bekerja dan mencarirezeki yang ada. Selain itu tidak
melarang memanfaatkan rezeki yang ada. Aktivitas bekerja tersebut dapat
melalui berbagai cara misalnya berdagang, berkebun, bisnis atau
bekerjasama.

Salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam adalah deposito
berjangka dengan akad mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil.

Islam membolehkan melakukan mudharabah hal ini bertujuan untuk
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memberikan keringanan kepada manusia dalam aktivitas ekonomi.!'! Dalam
mempertemukan kepentingan pemodal dan bank Syariah sebagai pengelola
menggunakan akad mudharbah dalam deposito berjangka Akad yang
dilakukan bank Syariah sebagai mudharib dengan para nasabah deposito
adalah untuk mengumpulkan dana dalam rangka mendapatkan keuntungan
yang dihasilkan dari produk-produk pembiayaan. Deposito berjangka
merupakan sumber dana yang paling utama dan sangat penting bagi lembaga
keuangan syariah maupun konvensial,''? dikarenakan deposito mempunyai
tempo tertentu dalam penarikannya.

Berkaitan dengan prosedur penghimpunan dana deposito mudharabah
dengan Akad mudharabah pada bank Syariah tidak beda jauh dengan lembaga
keuangan lainnya. Dalam prosedur penghimpunan dana deposito berjangka
nasabah harus melalui beberapa tahap pengajuan pembukaan rekening
deposito berjangka, di antaranya setoran minimal.Pada penetapan tersebut
nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini
dimaksudkan untuk mengenali identitas nasabah dan menghindari kesalah
pahaman di kemudian hari.

Pada tahap awal nasabah mengisi dokumen perjanjian antara pihak

bank syariahdan nasabah yang didalamnya terdapat beberapa kedua belah

11 Miti Yarmunida, Eksistensi Mudharabah Kontempoler, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, t.th.), h. 6.
112 gri Dewi Anggadini, “Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi,” Jurnal Riset Akuntansi,
Vol. 6, No. 1, 2014, h. 3.
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pihak telah mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan
dalam pemilihan jangka waktu dan atau lamanya deposito, dan persentase
bagi hasil yang diperoleh. Adapun jangka waktu yang diberikan sangat
variatif, yaitu 3, 6, dan 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan adalah akad
mudharabah. Simpanan deposito berjangka tidak bisa diambil atau dicairkan
sebelum jatuh tempo. Apabila dicairkan sebelum jatuh tempo maka pihakbank
syariah menjatuhkan denda penalty. Apabila jatuh tempo dan belum diambil
maka secara otomatis akan diperpanjang yang biasanya disebut dengan
deposito ARO.

Bank Syariah menetapkan penalti dalam deposito ARO karena
walaupun nasabah memperpanjang secara otomatis dikuatirkan nasabah
menarik dana sebelum jatuh tempo. Bank syariah dalam perhitungan
keuntungan bagi hasil mudharabah masih mengacu pada tingkat suku bunga
bank konvensional. Penggunaan istilah bagi hasil hanya digunakan untuk para
nasabah yang mengerti dan paham apa itu bagi hasil mudharabah dan bagi
masyarakat yang tidak paham pihak bank sayariah menjelaskan keuntungan
tersebut diperoleh dari sekian persen dalam persentase suku bunga bank
standar.

Perhitungan berdasarkan temuan yang diterapkan oleh bank syariah
adalah perhitungan yang menggunakan equivalen rate. Equivalen rate adalah
suku bunga per hari per minggu, per bulan atau per tahun untuk sejumlah

pinjaman atau investasi selama jangkawaktu tertentu, yang jika dihitung
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secara bunga per bunga, memberikan hasil bunga yangsama. Seharusnya Bank
Syariah benar-benar menggunakan sistem bagi hasil yang telah ditentukan
oleh fatwa DSN MUI dan Undang-Undang Perbankan Syariah tentang
Deposito.

Pembagian keuntungan tersebut harus berdasarkan bagi hasil, bukan
berdasarkan equivalen rate atau suku bunga konvensional. Bank syariah
dalam penetapan bagi hasil deposito berjangka dengan akad mudharabah
belum sesuai dengan syariah dikarenakancara penetepan keuntungan yang
dilakukan bank Syariah menggunakan sistem perhitungan suku bunga yang
dimana perhitungan besar bagi hasil tersebut didasarkan pada jumlah dana
atau modal nasabah yang dikelola oleh pihak bank Syariah.

Besar persesntase bagi hasil juga ditentukan di awal oleh pihak bank
Syariah. Seharusnya perhitungan persentase bagi hasil menurut fatwa Dewan
Syariah Nasional Nomor: 115/DSN-MUI /IX/2017 agar tidak mengandung
riba adalah didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari produk
pembiayaan bukan dari modal atau dana nasabah.

Dengan demikian, praktek pembungaaan uang termasuk salah satu
bentuk riba yang diharamkan, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan
prinsip Islam, yaitu pihak nasabah yang seharusnya modal awal masih utuh
dikarenakan perhitungan bagi hasil dihitung dari persentase modal dari
nasabah. Jika terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak nasabah. Islam

juga menghendaki kerelaan dan kesenangan timbal balik, yaitu antara bank
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dan nasabah, sedangkan riba hanya mementingkan salahsatu pihak (bank),
sedangkan pihak yang lain dirugikan.

Jadi, perjanjian akad mudharabah dalam deposito mudharabah
menjadi rusak karena tidak terpenuhinya prinsip syariah. Dengan melihat
sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh bank syariah di Indonesia seperti
yang dipaparkan di atas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep
bagi hasil dalam literatur ekonomi Islam, maka dapat dikatakan bahwa bagi
hasil yang dipraktekkan oleh Bank syariah di Indonesia adalah belum
sepenuhnya sesuai dan masih menyimpang dari teori ekonomi Islam. Hal ini
dikarenakan bagihasil ditetapkan dengan berdasarkan persentase nominal
deposit.

2. Asas Proporsionalitas Dalam Akad Deposito Mudharabah

Akad mudharabah dapat berupa perjanjian formal dan informal, tertulis
maupun lisan. Dalam sudut pandang Al-Quran, ditekankan pada perjanjian
tertulis.**® Artinya lebih baik akad mudharabah dilakukan secara tertulis dan
adanya sanksi yang memadai, sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan
persengketaan pada kemudian hari.!*4

Secara hukum Syariah Akad mudharabah boleh dilakukan sebagaimana
kaidah figih menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya.'® Maksudnya, dalam transaksi

113 |ihat QS. Al-Bagarah. Ayat 282-283
114 Beni Ahmad Sayebani, Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Setia, 2018), h. 376.
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muamalah pada dasarnya boleh seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerjasama
(mudharabah atau musyarakah), dan lain sebagainya. Kecuali transkasi tersebut
melanggar batasan-batasanSyariah seperti terdapatnya unsur riba.

Mudharabah dinyatakan sah bila memenuhi tiga rukun yang harus ada
dalam akad tersebut. Pertama, ada dua belah pihak yang akan berakad kerjasama;
kedua, objek akad; dan yang ketiga, shighat.}'® Menurut Abdul Aziz, pihak yang
berakad harus memenuhi syarat bahwa investor memberikan hak wakil dan
pengelola adalah wakil dariinvestor. Oleh sebab itu dalam akad ini tidak boleh salah
satu pihak lemah ingatanya, bukan orang gila, belum balig, tuna netra kecuali ada
wali yang memiliki keahlian dalamakad tersebut. Syarat yang kedua, adanya izin
secara mutlak untuk menggunakan hartanya.

Artinya pemilik modal tidak boleh mempersempit ruang gerak pengelola
modal, karena akad mudharabah ini adalah akad untuk mencari keuntungan
sehingga investor tidak boleh membatasi ruang gerak si pengelola modal tersebut.
Ini juga berarti pengelola bebas mengelola dana tersebut sesuai dengan
kehendaknya. Namun jenis usaha itu harus tetap dalam koridor syariat Islam.

Abdul Aziz menyatakan harta yang diinvestasikan harus jelas jumlahnya,
jenis dan sifatnya. Dengan demikian tidak boleh berakad terhadap yang tidak
diketahui jumlahnya untuk menghindari jahalahterhadap keuntungan sehingga

perlu diketahui jumlah modal yang disertakannya, agar pengelola modal tahu

115 Beni Ahmad Sayebani, Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Setia, 2018), h. 376.
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berapa besar haknya. Sehingga ada kepastian hukum terhadap keuntungan yang
akan diperoleh dalam usaha tersebut.1
Ketentuan Umum Standar Perjanjian atau Akad Mudharabah

a. Komposisi suatu perjanjian pembiayaan Mudharabah yang disusun oleh
Bank Syariah harus terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu: Judul, Komparisi,
Isi, dan Penutup;

b. Isi perjanjian pembiayaan Mudharabah harus didasarkan pada asas
konsesualisme, yaitu kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak ini
merupakan wujud atas keridhoan (ar radhaiyyah) yang dinyatakan dalam
bentuk ijab kabul (sighatul akad) saat pengikatan perjanjian.

c. Dalam proses mencapai kesepakatan dalam perjanjian tersebut, pihak
Bank Syariah menjelaskan isi perjanjian yang akan ditandatangani dan
memberikan kesempatan bagi Calon Nasabah untuk memahami dan
memberikan pendapat terkait seluruh Kklausul standar perjanjian
pembiayaan Mudharabah yang dibuat oleh Bank Syariah.

Hukum Perjanjian sesuai Pasal 27 dan 28 KHES terbagi dalam 3
kategori yaitu: a. akad yang sah, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat-
syaratnya; b. akad yang fasad, yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syarat

syaratnya, tetapi terdapat hal lain yang merusak akad tersebut karena

116 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam,
(Jakarta: Amzah, 2014), h. 248.
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pertimbangan maslahat; c. akad yang batal, yaitu akad yang kurang rukun dan
syarat-syaratnya.

Perjanjian atau akad pembiayaan Mudharabah harus memenuhi syarat
dan persyaratan legal yang diatur dalam Pasal 187-188 dari KHES dan 1320
KUH Perdata. Akad perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syarat sah
disebut sebagai akad yang sah atau shahih. Akad perjanjian yang sah atau
shahih akan memunculkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak serta
seluruh akibat hukum yang timbul mengikat kedua belah pihak.

Pokok-pokok Kklausul standar minimal yang harus tercantum dalam
setiap kontrak (perjanjian) akad mudharabah pada Bank Syariah. Perjanjian
atau akad dalam perbankan syariah merupakan hal yang esensial. Perjanjian
atau akad yang telah disepakati akan diikuti oleh hak dan kewajiban yang mesti
dipatuhi oleh masing-masing pihak. Perlunya standar dan ketentuan yang
bersifat umum dalam produk pembiayaan mudharabah. Para pihak yang
melakukan perjanjian yaitu pihak Bank Syariah dan pihak Nasabah diberikan
kebebasan dalam menyusun kontrak perjanjian. Selama kontrak tersebut tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah sesuai
dengan asas kebebasan berkontrak (al hurriyah).

Dalam pelaksanaan perjanjian setidaknya yang perlu diperhatikan
terkait Klausul Nisbah Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

a. Bank Syariah dan Nasabah sepakat untuk menetapkan nisbah bagi hasil

sejak awal akad;
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Ketentuan tentang nisbah bagi hasil kepada Nasabah dinyatakan dalam
bentuk persentase, baik menggunakan prinsip net revenue sharing ataupun
profit sharing sejak masa awal pengikatan perjanjian;

Pembayaran bagi hasil dihitung berdasarkan Nilai Realisasi Pendapatan
bukan Nilai Proyeksi Pendapatan;

Pelaksanaan nisbah bagi hasil dilakukan pada setiap periode dan setiap
tanggal yang disepakati setiap pihak;

Salah satu pihak boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi
jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya;

Bank Syariah bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi selama
pelaksanaan akad Mudharabah, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh
ketidakjujuran, kelalaian, atau pelanggaran nasababh;

Setelah Bank Syariah menerima dan memeriksa perhitungan yang
diberikan Nasabah, Bank Syariah akan mengakui dan mengakui kerugian
tersebut, dan kemudian memberikan hasil penilaian kepada Nasabah
secara tertulis. Bank Syariah harus mengetahui realisasi pendapatan
Nasabah secara periodik sesuai tanggal yang disepakati.

Identitas para pihak termasuk domisilinya, jumlah pembiayaan, tujuan,

objek, jangka waktu dalam suatu perjanjian atau akad Mudharabah harus

disebutkan secara rinci dan jelas. Kejelasan mengenai identitas, jumlah, tujuan,

dan jangka waktu pembiayaan Mudharabah merupakan hal penting untuk

memberi perlindungan hukum kepada kedua belah selama akad berlangsung.
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Syarat Mudharabah terdiri dari Pemilik modal wajib menyerahkan dana
dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama
dalam usaha, Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang
disepakati, dan Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan
dalam akad. Rukun kerjasama dalam akad Mudharabah terdiri dari; pemiliki
modal (shahibul maal), pelaku usaha (mudharib) dan perjanjian (akad). Dalam
kontrak akad Mudharabah, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan
dapat bersifat bebas (mutlak) dan terbatas (mugayyad) pada bidang usaha
tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Pihak Nasabah yang melakukan
kontrak akad Mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan

Ada dua cara untuk menentukan wujud keadilan dalam kontrak.
Pertama, pendekatan prosedural memperhatikan kebebasan kehendak dalam
kontrak. Pendekatan substantif, di sisi lain, menekankan kandungan atau
substansi  kontrak serta pelaksanaannya. Pada dasarnya, prinsip
proporsionalitas  berasal dari gagasan '"keadilan berkontrak", yang
menghentikan prinsip kebebasan berkontrak yang sering menyebabkan
ketidakadilan.

Menurut Agus Yudha Hernoko, asas proporsionalitas dalam kontrak
didefinisikan sebagai asas yang melandasi pertukaran hak dan kewajiban para
pihak sesuai porsinya atau bagiannya masing-masing. Asas ini tidak

mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, tetapi lebih menekankan
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bagaimana hak dan kewajiban para pihak dibagi secara proporsional.!’

Kepentingan yang berbeda harus dipertimbangkan dalam pendekatan
substantif. Menurut pertimbangan ini, asas proporsionalitas didefinisikan
sebagai "asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban
para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual".
Asas proporsionalitas menganggap bahwa pembagian hak dan kewajiban
terjadi selama seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada tahap pra-
kontrak, pembentukan kontrak, maupun pada tahap pasca-kontrak.!

Kontrak yang memberikan para pihak hak, peluang, dan kesempatan
yang sama untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka disebut
kontrak yang bersubstansi asas proporsional. Kesamaan tidak berarti
"kesamaan hasil"; itu lebih berkaitan dengan posisi para pihak yang bergantung
pada "kesetaraan kedudukan dan hak", atau prinsip kesetaraan hak.

Asas-asas hukum juga berfungsi sebagai standar atau garis besar untuk
mengatur dan membentuk perjanjian, yang pada akhirnya akan menjadi
perikatan yang sah bagi kedua belah pihak dan dapat dipaksakan untuk
dilaksanakan dan dipenuhi. Asas proporsionalitas harus selalu terlibat dalam
proses pembentukan kontrak karena sangat penting untuk menghasilkan
kontrak yang berkeadilan dan saling menguntungkan (keadilan substansial),

serta untuk menekankan adanya keadilan dalam prosedur.

17 Agus Yudha Hernoko, 2009, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial, Jakarta: Kencana Prenada Group, him. 31.
118 1bid, him. 87.
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Beberapa fungsi proporsionalitas dasar dalam tahap-tahap kontrak
adalah sebagai berikut:

a. Asas proporsionalitas memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi
tentang hak dan kewajiban mereka secara wajar sebelum kontrak dibuat.
Oleh karena itu, penilaian iktikad yang baik sangat penting untuk negosiasi
yang sukses.

b. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsionalitas memastikan bahwa
hak dan kewajiban para pihak secara wajar setara, serta kebebasan mereka
untuk melakukan apa yang mereka inginkan.

c. Dalam pelaksanaan kontrak, prinsip proporsionalitas memastikan bahwa
hak dan kewajiban prestasi yang telah disepakati sebagai beban dan
kewajiban masing-masing pihak didistribusikan secara proporsional.

d. Dalam kasus sengketa kontrak, prinsip ini juga berfungsi untuk
menetapkan secara adil dan cermat alasan mengapa salah satu pihak
menyalahgunakan wewenang mereka. !

Dalam hal ini, asas keseimbangan biasanya digambarkan sebagai
kesamaan dalam jumlah, ukuran, atau posisi, yang merupakan hubungan antara
asas proporsionalitas dan asas-asas hukum perjanjian lainnya. Asas
keseimbangan dalam perjanjian menekankan bahwa posisi tawar para pihak

harus seimbang. Kontrak menjadi tidak seimbang karena posisi para pihak

119 Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Citra Aditya Bakti,
Bandung him. 82-83.
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tidak seimbang. Proporsionalitas, di sisi lain, didefinisikan sebagai pembagian
hak dan kewajiban menurut proporsi, yang mencakup setiap aspek kontraktual
secara keseluruhan. Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan berfungsi
untuk membuat posisi para pihak yang berkontrak seimbang. Hasil akhir dari
asas keseimbangan adalah untuk menentukan bagaimana para pihak seimbang

(seimbang) memiliki hak dan kewajiban.!?

Herlien Budiono berpendapat bahwa asas keseimbangan didefinisikan

dalam bahasa sehari-hari sebagai "seimbang" dalam dua arti:

a. Asas keseimbangan sebagai prinsip etikal yang memungkinkan suatu
“keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”.
Makna keseimbangan di sini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak
(berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi

yang lain keyakinan akan kemampuan.

b. Asaskeseimbangan sebagai yuridikal: Ini dapat dianggap sebagai asas yang
layak atau adil, dan kemudian diterima sebagai landasan keterikatan

yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia.

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan asas proporsional, yang membagi
hak dan kewajiban secara proporsional yang mencakup semua aspek kontrak,
asas keseimbangan membagi beban di antara kedua belah pihak sesuai dengan

proporsi yang berlaku untuk setiap aspek kontrak.'?*

120 1bid. hlm. 296.
121 1hid. 307.
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Dalam hal beban pembuktian, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa
penerapan prinsip proporsionalitas membantu memberikan alasan untuk
keputusan yang dibuat dalam kasus tersebut. Ini didasarkan pada prinsip bahwa
hakim tidak boleh berat sebelah. Selain itu, hakim dituntut untuk secara adil
dan proporsional membagi beban pembuktian kepada masing-masing pihak
yang bersengketa.??

Paul Tillich, L.J. van Apeldoorn, J. van Kan dan J.H. Beekhuis, yang
menyatakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama
dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya.
Beauchamp dan Bowie, dengan kriteria pembagian proporsionalnya, serta
pemikiran John Rawls tentang” justice as fairness” yang menekan prinsip hak
berlandaskan rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. P.S. Atijah memberikan
dasar pemikiran tentang prinsip proporsionalitas terkait dengan fungsi kontrak
sebagai dasar pertukaran yang adil di dunia bisnis, yang berarti bahwa transaksi
para pihak yang berkontrak sesuai dengan apa yang mereka inginkan
(proporsionalitas dalam apa yang mereka inginkan). 123
Menurut Lyons, suatu iklim kontrak yang sebenarnya memungkinkan

perbedaan pendapat, tawar-menawar, atau bahkan perbedaan yang signifikan

di antara para pihak. Hanya dalam proses ini, hasil dari suatu kesepakatan

122 1bid. him.518.

123 Mohammad Igbal Rahmawan P, Aminah, Budi Ispriyarso Penerapan Asas Proporsionalitas
Dalam Perjanjian Waralaba, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro. Dalam
Hernoko, 2014.
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benar-benar mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Terkait
kompleksitas hubungan kontraktual dalam dunia bisnis, khususnya terkait
dengan aspek keadilan dalam kontrak komersial, maka berdasarkan pikiran-
pikiran tersebut di atas kita tidak boleh terpaku pada pembedaan keadilan
klasik. Artinya analisis keadilan dalam kontrak komersial harus memadukan
konsep kesamaan hak dalam pertukaran (prestasi-kontra prestasi) sebagaimana
dipahami dalam konteks keadilan komutatif maupun konsep keadilan
distributif sebagai landasan hubungan kontraktual.

Dalam keadilan komutatif yang menjadi landasan hubungan antar
person, termasuk kontrak, hendaknya tidak dipahami sebagai kesamaan semata
karena pandangan ini akan menghasikan ketidakadilan ketika dihadapkan
dengan ketidakseimbangan para pihak yang berkontrak. Dalam keadilan
komutatif didalamnya terkandung pula makna distribusi-proporsional.
Demikian pula dalam keadilan distributif yang dipolakan dalam hubungan
negara dengan warga negara, konsep distribusi-proporsional yang terkandung
didalamnya dapat ditarik ke arah perspektif hubungan kontraktual para pihak.

Asas proporsionalitas dan asas keseimbangan merupakan asas yang
berlaku dalam hukum perjanjian. Pengertian asas proporsionalitas dan asas
keseimbangan seringkali disamaartikan, sehingga sulit untuk membedakan
keduanya. Menurut Agus Yudha Hernoko, meskipun asas proporsionalitas dan
keseimbangan pada dasarnya adalah asas yang tidak dapat dipisahkan,

pemahaman yang lebih mendalam dapat membedakan keduanya.
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Agus Yudha Hernoko mengartikan asas keseimbangan dan asas
proporsionalitas sebagai berikut :

a. Keseimbangan biasanya didefinisikan sebagai kesamaan dalam jumlah,
ukuran, atau posisi. Asas keseimbangan dalam perspektif kontrak
menekankan bahwa posisi tawar para pihak harus seimbang; jika tidak,
kontrak menjadi tidak seimbang dan penguasa memiliki peluang untuk
memasuki;

b. Proporsionalitas (asas proporsionalitas) seringkali hanya dipahami dalam
konteks hukum pembuktian. Pada dasarnya, itu berarti pembagian hak dan

kewajiban menurut proporsi.

Pengertian asas keseimbangan lebih abstrak pemahamannya
dibandingkan dengan asas proporsionalitas. Menurut beberapa pendapat,
termasuk Sutan Remy Sjah-deini, Mariam Darus Badrulzaman, Sri Gambir
Melati Hatta, dan Ahmadi Miru, asas keseimbangan didefinisikan sebagai
keseimbangan posisi pihak yang berkontrak. Jika ada ketidakseimbangan
posisi yang mengganggu isi kontrak, otoritas tertentu (pemerintah) harus
intervensi. Apabila posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak tidak
seimbang, asas keseimbangan, juga dikenal sebagai asas keseimbangan,

berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan.

Asas keseimbangan bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang

menempatkan masing-masing pihak dalam posisi yang seimbang, atau setara,
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dalam hal menentukan hak dan kewajibannya. UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menciptakan keseimbangan. Konsumen merupakan
objek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang
sebesar-besarnya yang dalam hal ini posisi konsumen relatif lemah. Oleh
karena itu, diterbitkannya UU Perlindungan Konsumen untuk memberikan
perlindungan terhadap konsumen dengan mengatur mengenai larangan-
larangan, hak serta kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Hal
tersebutlah daya kerja asas keseimbangan, sehingga secara imperatif pelaku
usaha terikat atas ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen guna

terciptanya keseimbangan posisi diantara konsumen dengan pelaku usaha.

Asumsi dasar bahwa karakteristik kontrak komersial menempatkan
posisi para pihak pada kesetaraan, sehingga tujuannya berpusat pada
keuntungan bisnis dengan pertukaran hak dan kewajiban yang proposional
(adil). Ini adalah perbedaan antara asas proporsionalitas dan asas
keseimbangan, di mana asas keseimbangan lebih penting untuk posisi atau
keseimbangan.

Menurut  pendapat Peter Mahmud  Marzuki menyebut  asas
proporsionalitas  dengan  istilah  (equitability ~ contract)  dengan
unsur justice serta fairness. Merujuk pada asas aequitas praestasionis yaitu
asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran justum pretium,
yaitu kepantasan menurut hukum. Apabila para pihak dalam kontrak dalam

keadaaan yang tidak sama, maka hal ini tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak
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yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada

pihak lain. Situasi demikian dapat dikatakan bahwa asas proporsionalitas

bermakna equitability. Memberikan hak dan kewajiban secara adil dan patut

kepada masing-masing pihak adalah tujuan dari prinsip proporsionalitas.

Dengan demikian fungsi asas proporsionalitas, baik dalam proses

penciptaan maupun implementasi kontrak bisnis adalah:

a.

Asas proporsionalitas memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi
sehingga mereka dapat mempertukarkan hak dan kewajiban mereka secara
adil sebelum kontrak dibuat;

Dalam pembentukan kontrak, asas proporsional memastikan bahwa para
pihak memiliki hak dan kebebasan secara adil untuk menentukan dan
mengatur proporsi hak dan kewajiban mereka; dan

Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsional memastikan bahwa para
pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, harus dinilai secara
proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat penting (pelanggaran
penting) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau
hanya kesalahan kecil atau sederhana. Oleh karena itu, pengujian melalui
asas proporsionalitas sangat penting untuk menentukan dalil kegagalan
pelaksanaan kontrak. Ini dilakukan untuk mencegah salah satu pihak
menggunakan klausul kegagalan pelaksanaan kontrak semata-mata untuk

keuntungan salah satu pihak sambil merugikan pihak lain.
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e. Asas proporsionalitas menekankan bahwa setiap pihak harus membagi
beban pembuktian secara proporsional, bahkan jika ada sengketa
kontrak.?

Oleh karena itu, sebagai bagian dari rantai hubungan para pihak,
kontrak harus dibangun di atas keadilan yang didasarkan pada pengakuan hak
para kontraktan. Pengakuan hak para kontraktan ditunjukkan dengan memberi
mereka peluang dan kesempatan yang sama untuk bertukar kepentingan, yang
juga dikenal sebagai hak dan kewajiban.

Ada beberapa alasan mengapa pentingnya membuat  surat
perjanjian formal ini yang berasaskan keberimbangan, diantaranya:

a. Perjanjian kemitraan sebagai dasar kerjasama usaha setelah dua pihak
sepakat untuk menjalin kerja sama, maka keduanya memerlukan
aturan dalam menjalankan kerja sama tersebut. adanya pembagian hak
dan kewajiban yang jelas misalnya, tentu akan menjadikan mitra bisa
mendapatkan posisinya sesuai dengan hak dan kewajiban yang dia miliki.
aturan itu juga berisi hal-hal yang bisa membatalkan kerja sama, atau
konsekuensi yang akan diterima mitra ika melanggar perjanjian.'?®

b. Mengatasi masalah yang mungkin terjadi bisnis yang dijalankan oleh

dua orang tentu akan menimbulkan banyak perbedaan pendapat. isi

124 Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban
Para Pihak Dalam Kontrak Komersial, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3, November 2016 :
447 — 466.

125 Erwan Macintyre, 2007, Essentials of Bussiness Law, Pearson Education  Limited, England,
him. 76.
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kepala satu orang tidak mungkin sama dengan isi kepala orang yang
lainnya. ketika perbedaan itu terjadi tidak menutup kemungkinan
terjadinya perselisihan yang akan mempengaruhi pola kinerja kerja
samatersebut. bahkan tidak menutup kemungkinan masalah akan sampai
ke meja hijau. maka dengan adanya surat perjanjian yang telah
ditandatangani akan menyelesaikan perbedaan yang terjadi hingga tidak
sampai menjadi perselisihan yang besar. sebabnya adalah segala
perbedaan itu telah dirundingkan bersama dan telah disepakati dalam surat
perjanjian tersebut. jadi perlu juga dicantumkan dalam perjanjian
mengenai apa yang harus dilakukan jika terjadi perbedaan pendapat
dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka.

Sebagai  bentuk  profesionalisme kerja sama prinsip saling percaya
dalam kemitraan janganlah dijadikan alasan untuk tidak  bersikap
profesional dalam bisnis. surat perjanjian merupakan bentuk
profesionalisme kerja karena disanalah awal memulai suatu hubungan
kemitraan. dengan adanya surat perjanjian, maka kedua pihak mitra
harus bisa bekerja sesuai dengan wewenang dan tugas yang telah
disepakati dalam surat perjanjian tersebut.

Menyamakan persepsi dalam surat perjanjian harus dipahami oleh
semuapihak, kemudian melakukan diskusi untuk menyamakan kembali
persepsi dan kesepakatan yang akan diperjanjikan. isi dokumen dalam

surat perjanjian dan setiap perubahan yang terjadi harus secara resmi
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diketahui, disetujui, dan ditandatangani oleh semua pihak dalam kemitraan
tersebut.

Namun demikian pengakuan terhadap hak, kebebasan dan kesamaan
dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) tersebut tetap harus dalam
bingkai aturan main yang mempertimbangkan prinsip distribusi yang
proporsional. Selain nilai-nilai kecermatan (zorgvuldigheid), kelayakan
(redelijkheid; reasonableness), dan kepatutan (billijkheid; equity), ukuran
proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban juga didasarkan pada nilai-nilai

kesetaraan, kebebasan, dan distribusi-proporsional.

Untuk menemukan asas proporsionalitas kontrak dengan menggunakan
kriteria atau ukuran nilai-nilai yang disebutkan di atas, tidak perlu dianggap
bahwa hasilnya akan berupa angka matematis. Teori proporsionalitas tidak
berbicara tentang keseimbangan, atau kesamaan, hasil secara matematis.
Sebaliknya, itu berbicara tentang seberapa proporsional pembagian hak dan

kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara wajar dan adil.
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B. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan Antara Nasabah (Shahibul Maal)
dan Bank Syariah Sleman (Mudharib)
1. Nisbah Bagi Hasil Keuntungan Antara Nasabah (Shahibul Maal) dan Bank
Syariah (Mudharib)

Dalam wawancara dengan Atiqgoh Wahyuningsih Di Bank Sleman
Syariah'?® terkait ketentuan deposito mudharabah. Menerima bentuk investasi
dalam bentu deposito mudharabah dan sebagai bukti investasi/deposito dan
akan memberikan bilyet deposito mudharabah. Bahwa sistem dalam
pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip mudharabah mutiaqah yaitu akad
Kerjasama usahan antara pemilik dana (nasabah/shohibul maal) dengan
pengelola dana (mudharib), dengan cakupan yang luas dan tidak dibatasi oleh
karakteristik jenis bisnis, jenis penyaluran dana, jenis akad penyaluran dana,
waktu dan wilayah bisnis dengan pembagian keuntungan sesaui nisbah yang
telah disepakati oleh kedua pihak.

Jangka waktu penempatan deposito mudharabah adalah satu bulan, tiga
bulan, enam bulan, dan dua belas bulan. Dapat diperpanjang secara otomatis
pada tanggal jatuh waktu dengan dikenakan nisbah bagi hasil dan ketentuan
lain yang berlaku pada saat perpanjangan yang akan dinfokan dan dimintakan
persetujuan terlebih dahulu kepada nasabah. Nominal bagi hasil deposito

mudharabah dibayarkan setiap bulan sesaui tanggal jatuh waktunya.

126 Atigoh Wahyuningsih di Bank Sleman Syariah, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 11 Februari
2023.
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Pembayaran Kembali/ pencairan deposito mudharabah hanya dapat
dilakukan dengan menyerahkan bilyet deposito asli. Identitas pemilik harus
dicantumkan secara lengkap sesaui dengan bukti diri. akte pendirian yang sah
menurut hukum. Perubahan identitas dan hal-hal lainnya yang menyimpang
dari ketrangan-keterangan yang pernah diberikan kepada bank, harus segera
diberitahukan secara tertulis kepada bank. Bahwa penerbitan bilyet deposito
berdasarkan dan tunduk pada peraturan undang-undang yang berlaku bagi
perbankan Syariah.

Dalam pelaksanaan perjanjian setidaknya yang perlu diperhatikan
terkait Klausul Nisbah Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

a.  Bank Syariah dan Nasabah sepakat untuk menetapkan nisbah bagi hasil
sejak awal akad,;

b.  Ketentuan tentang nisbah bagi hasil kepada Nasabah dinyatakan dalam
bentuk persentase, baik menggunakan prinsip net revenue sharing
ataupun profit sharing sejak masa awal pengikatan perjanjian;

c.  Pembayaran bagi hasil dihitung berdasarkan Nilai Realisasi Pendapatan
bukan Nilai Proyeksi Pendapatan;

d.  Pelaksanaan nisbah bagi hasil dilakukan pada setiap periode dan setiap
tanggal yang disepakati setiap pihak;

e.  Salah satu pihak boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi

jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya;
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f. Bank Syariah bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi selama
pelaksanaan akad Mudharabah, kecuali kerugian tersebut disebabkan
oleh ketidakjujuran, kelalaian, atau pelanggaran nasababh;

g.  Setelah Bank Syariah menerima dan memeriksa perhitungan yang
diberikan Nasabah, Bank Syariah akan mengakui dan mengakui kerugian
tersebut, dan kemudian memberikan hasil penilaian kepada Nasabah
secara tertulis.

h.  Bank Syariah harus mengetahui realisasi pendapatan Nasabah secara
periodik sesuai tanggal yang disepakati.

Dalam regulasi Nomor 21 tahun 2008 tentang perbakan Syariah
mudharabah diartikan sebagai akad kerjasama suatu hubungan antara dua
pihak: pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank Syariah) yang
memberikan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah)
yang mengelola dana dan membagi keuntungan berdasarkan perjanjian yang
dibuat dalam perjanjian.!?’ Keuntungan yang didapatkan biasanya diabagi
berdasarkan persentase (nisbah).!?® Bank Syariah bertanggung jawab atas
semua kerugian kecuali jika dua belah pihak melakukan kesalahan yang
disengaja, lalai, atau melanggar perjanjian.?®

Menurut peraturan perbakan Indonesia syarat sah dalam akad

127 |_ihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2008 tentang Bank Syariah

128 |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.
141.

129 Faturrahman Djamili, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta: Sinar Grafitika, 2012), h. 173.
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mudharabah untuktabungan dan deposito yakni adanaya pihak yang berakad,
dalam hal ini bank dan deposan atau penabung. Bank merupakan pengelola
dana sendangkan deposan atau penambaung merupakan pemilik modal atau
investor. Jadi, dana yang disetorkan akan masuk ke dalam rekening
mudharabah baik berupa giro, tabungan atau deposito, yang akan dikelola oleh
pihak bank Syariah yang kemudian hasilnya akan dibagi kepada nasabah sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati.

Tujuan investasi yang dilakukan bank Syariah adalah untuk mencari
keuntunganyang akan dibagi dengan pemilik modal sesuai nisbah yang telah
disepakati. Pihak bank tidak boleh mengurangi nisbah yang telah disepakati
dan nisbah yang didapatkan oleh pihak bank sudah termasuk biaya operasional
bank Syariah. Pihak bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur dalam
undang -undang yang berlaku. Jadi, pada hakikatnya tidak ada jaminan dari
bank dalam penyimpanan dana nasabah di bank Syariah. Walau begitu, jika
pinjaman itu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Lembaga Penjaminan
Simpanan, maka hal itu dibolehkan asal tidak diatur secara khusus dalam akad
mudharabah untuk giro dan tabungan.

Mudharabah mugayyadah Beda halnya dengan akad mudharabah
muqayyadah yang memberi ruang bagi nasabah untuk menentukan metode
investasi, jenis usaha, dan instrumen investasi yang dipilih untuk mengelola
uang nasabah yang didepositokan tersebut. Bunga Deposito Syariah Jika bagi

nasabah tidak menerima bunga dari deposito syariah sistem bunga tidak
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dijalankan dengan akad mudharabah. Akan tetapi, calon nasabah mencari

keuntungan deposito syariah, bahwa nasabah hanya akan menerima nisbah dari

pihak bank syariah. Nisbah Deposito Syariah Nisbah atau bagi hasil adalah
sistem perolehan keuntungan yang sesuai dengan syariat Islam.

Nisbah dapat ditemukan dalam produk deposito syariah dan beberapa
produk bank syariah lainnya. Perbandingan jumlah keuntungan untuk pemilik
dana (nasabah) dan pihak pengelola (Bank Syariah) sebesar 60:40. Meski
begitu, jumlah nominal keuntungan yang diterima belum tentu sama, karena
dipengaruhi oleh kinerja dan perolehan keuntungan investasi itu sendiri.
Menarik Deposito Syariah Sebelum Jatuh Tempo Bagaimana jika dana yang
telah didepositokan mendadak harus dicairkan. Apabila calon nasabah
memiliki keperluan darurat mendadak dan harus menarik deposito syariah
sebelum jatuh tempo. Tentunya akan menerima konsekuensi karena melanggar
akad yang disepakati di awal.

Secara lebih luas terdapat beberapa karakter-karakter deposito
mudharabah diantaranya adalah:

g. Keuntungan dari dana yang didepositokan harus dibagi antara shahibul
maal (nasabah) dan mudharib (lembaga keuangan) berdasarkan nisbah
hasil yang disepakati. Nilai nisbah bukanlah bunga dalam deposito syariah
ini.

h. Keuntungan dari deposan akan meningkat seiring dengan keuntungan

lembaga keuangan islam. Ada dua jenis sistem perhitungan untuk hasil
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lembaga keuangan syariah:

1)

2)

Dividen pendapatan/loss: Dalam sistem ini, pendapatan besar dan
hasil kecil. yang diterima nasabah tergantung keuntungan lembaga
keuangan syariah. Dalam sistem ini bagi hasil diberikan kepada
nasabah setelah dipotong biaya operasional bank.

Dividen pendapatan didasarkan pada pendapatan kotor lembaga
keuangan. Lembaga keuangan syariah pada umumnya menerapkan
sistem revenue sharing karena lembaga keuangan syariah lebih
berpihak kepada kemaslahatan/kepentingan nasabah dan juga untuk
menghilangkan kecurigaan nasabah atas penggunaan biaya
operasional lembaga keuangan syariah. jadi, pola ini dapat
memperkecil kerugian bagi nasabah. Hanya saja, jika bagi hasil
didasarkan pada profit sharing, persentase bagi hasil untuk nasabah
jauh lebih tinggi sedangkan nisbah untuk revenue sharing lebih
rendah dibanding profit sharing. jauh lebih besar sedangkan nisbah
untuk pembagian keuntungan lebih rendah daripada pembagian

keuntungan.

Ada waktu yang lama antara dana yang diinvestasikan dan keuntungan
yang diterima. Oleh karena itu, investasi di lembaga keuangan syariah
memiliki jangka waktu tertentu, dan uang nasabah tidak boleh ditarik
setiap saat sebagaimana pada tabungan biasa;

Nisbah hasil deposito biasanya lebih tinggi dari nisbah hasil tabungan
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biasa karena masa investasi deposito jauh lebih panjang daripada tabungan
biasa, yang meningkatkan peluang return investasi;

K. Persyaratan teknis untuk membuka deposito selaras dengan persyaratan
teknis bank, seperti persyaratan untuk membuka dan menutup rekening. %

Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang
telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar keuntungan dari pembiayaan yang
disalurkan oleh pihak bank akan semakin besar pula keuntungan bagi hasil
yang diterima nasabah, demikin pula sebaliknya. Tentu saja pola ini jauh lebih
fair (adil) bagi kedua belah pihak.*!

Berbeda dengan bank konvensional yang mengenakan denda sebesar

0,5% hingga 2% dari jumlah uang yang didepositokan atau menghapus bunga

berjalan, sementara untuk sistem perbankan syariah tentu tetap dikenakan

denda. Hanya saja, denda tersebut berupa biaya administrasi dan nominalnya
pun telah dicantumkan pada kesepakatan di awal dan dendanya lebih rendah.

Dalam pelaksanaannya akad mudharabah memiliki ketentuan umum yakni.

f. Pertama, bank Syariah harus memberikan informasi tentang nisbah dan
cara mengumumkan keuntungan dan atau pembagian keuntungan dari
resiko yang dihasilkan dari penyimpanan dana. Jika telah ada kesepakatan
mengenai hal ini, maka harus ditulis dalam perjanjian.

g. Kedua, untuk nasabah yang menabung dalam skema mudharabah, bank

130 Ahmad Ifham, op. cit. him.. 387.
181 Wiku Suryomurti, op. cit.
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Syariah dapat memberikan buku tabungan, kartu ATM, atau alat penarikan
lainnya. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan buku
tabungan.

h. Ketiga, nasabah memiliki kebebasan untuk mengambil tabungan
mudharabah kapan saja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
namun, mereka tidak boleh memiliki saldo negatif.

I. Keempat, deposito mudharabah hanya dapat diperoleh selama jangka
waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Deposito yang diperpanjang
akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi jika ada perpanjangan
otomatis pada akad, maka tidak perlu dibuat akad baru.

J. Kelima, ketentuan lain yang berlaku dalam akad mudharabah, seperti
tabungan dan deposito, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan
prinsip Syariah.!’?

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 8 UU No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1988 pasal 1
ayat 7 yaitu deposito atau disebut deposito berjangka adalah Deposito
adalah dana berjangka yang penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu, seperti yang ditetapkan dalam perjanjian antara nasabah penyimpan
dan bank. Deposito ini digunakan lebih sebagai instrumen investasi daripada

untuk menyimpan kelebihan likuiditas.**?

182 Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek
Hukum, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2009), h. 162.
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Deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan kedalam
penguasaan bank untuk pengamtan, investasi, atau sebagai anggunan.
Hubungan antara bank dan nasabah sama dengan hubungan antara hutang dan
piutang ketika nasabah memasukkan dana ke dalam bank. Deposito
murdharabah merupakan kategori investasi sehingga disebut dengan
investment accounts bukan save accounts sebagaimana dalam tabungan.!33
Investasi mudharabah adalah investasi yang ditempatkan pada nasabah yang
tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan penarikannya hanya dapat
dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang
disepakati.

Deposito mudah diperdiksi ketersedian dananya karena terdapat
jangka waktu dalam penempatanya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya
dapat dilakukan sesuai jangka waktu sesuai dengan akad perjanjian yang telah
disepakati. Sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil
yang diberikan oleh bank untuk deposito itu lebih tinggi di banding dengan
tabungan mudharabah.*®*

Perhitungan nisbah bagi hasil dari sudut pandang shahibul mal,
terdapat tiga skema aliran dana dari investor kepada bank yakni:

k. Mudharabah mugayyad off balance sheet dalam skema ini nasabah

investor kepada suatu nasabah pembiayaan (debitur) artinya

133 Ahmad Dahlan, Bank Syariah. Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 151.
134 Ismail, op.cit., h. 9.
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perhitunganya hanya memperhitungkan dua belah pihak yang terlibat
dalam investasi tersebut;

I.  Mudharabah mugayyadah on balance sheet dalam sekema ini dapat
terjadi aliran dana dari nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha
dalambeberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa.
Perhitungan bagi hasilnya adalah bahwa jika seorang nasbah investor
ingin menginvestasikan seratus persen dananya pada suatu usaha maka
pihak bank tidak akan menginvestasikan seratuspersen dananya tersebut
dikarenakan harus ada simpanan wajib di Bank Giro Wajib Minimum
(GWM) sebesar lima persen dari dana tersebut. Kekurangan invesatasi itu
akanditutupi oleh dana yang dimiliki bank sehingga jumlah invesatasi
yang dilakukan oleh pihak nasabah dan bank pada bidang usaha tertentu
mencapai seratus persen.

m. Sedangkan penentuan bagi hasil dari sudut pandang perbankan dapat
dilihat penentuan tingkat bobot atau persentase yang mana persentase ini
dipengaruhi oleh (1) factor giro wajib minimun yang ditentukan oleh
bank sentral. Bank Indonesia menetapkan 5%. (2) Besaran dana cadangan
yang dibutuhkan bank untuk menjamin terlaksananya operasional
perbankan sehingga bank akan menyimpan dana cadangan diatas 5%. (3)
Tingkat dana yang ditarik setor oleh nasabah atau investor.

Fatwa DSN MUI No. 7/DSN-MUI/TV/2000 mengenai Pembiayaan

Mudharabah (Qiradh), bahwa Mudharabah boleh dibatasi waktu tertentu.
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Sehingga tentunya kontrak Mudharabah akan ada masa berakhirnya, baik
sesuai dengan kontrak ataupun berhenti di tengah jalan karena berbagai sebab.

Demi menjaga kebaikan dan hak setiap pihak, maka syarat
penyelesaiaan kontrak juga harus dimuat di dalam kontrak perjanjian.
Beberapa hal yang peril diperhatikan oleh manajemen risiko saat tahap
penyelesaian kontrak sebagai berikut:

a.  Bank Syariah memiliki tahapan prosedur penyelesaian kontrak yang
jelas. Prosedur tersebut didokumentasikan dan dikomunikasikan dengan
pihak-pihak terkait proses tersebut.

b.  Prosedur yang dimiliki harus terdiri dari tahapan yang harus dijalani jika
penyelesaian berakhir sesuai perjanjian ataupun berakhir di tengah jalan;

c. Bank Syariah harus menyusun penilaian terhadap berbagai cara
penyelesaian kontrak serta dampak yang didapatkan akibat penyelesaian
kontrak tersebut.

d. Bank Syariah harus memiliki opini legal (kekuatan hukum) dalam
melaksanakan penyelesaian kontrak sehingga proses yang dijalani tidak
melanggar ketentuan hukum.

e.  Bank Syariah meneliti kemungkinan kewajiban dengan Nasabah dan
menyelesaikannya sesuai perjanjian.

f. Jika ada biaya perbaikan dan/atau kerugian yang disebabkan oleh
kelalaian Nasabah, maka Bank Syariah berhak mengajukan dan

menuntut klaim atas kerugian tersebut sesuai metode mitigasi risiko yang
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diterapkan.

Pada tahap pra kontrak, manajemen risiko disusun untuk menghasilkan
keputusan yang optimal sebelum Nasabah menjalankan usaha Mudharabah
yang disepakati sesuai perjanjian. Manajemen risiko pada tahap ini berupa
identifikasi risiko yang mungkin muncul di masa depan serta menyusun
mitigasi risiko yang harus dilakukan. Manajemen risiko yang efektif pada tahap
ini akan bermanfaat dalam mengurangi eksposur atau dampak risiko masa
depan terhadap pembiayaan melalui pengerahan sumber daya yang ada disertai
dengan penerapan berbagai teknik pengelolaan risiko yang tepat..

2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan sering terjadinya
persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk
hubungan antar pribadi maupun transaksi bisnis dapat menimbulkan reaksi.
Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi  positif maupun
reaksi negatif, yaitu reaksi yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak
sehingga menyebabkan terjadinya sengketa.

Demikian juga halnya dalam perbankan, semakin agresifnya perbankan
menawarkan sejumlah produknya, seperti kartu kredit, anjungan tunai mandiri,
serta berbagai bentuk kredit dan tabungan kepada masyarakat luas,
peluang terjadi perselisihan antara perbankan dan nasabahnya semakin terbuka
luas. Pengaduan masyarakat tentang ketidakpuasan terhadap pelayan

perbankan juga meningkat.
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Hal ini bisakita lihat banyak pengaduan mengenai ketidakpuasan
nasabah perbankan yang diajukan ke meja cetak redaksi mencapai antar dua
hingga tiga surat pembaca setiap harinya. Bahkan tak jarang kita lihat nasabah
bank mengadukan keluhan atau keberatan mereka melalui jalur hukum
berupa gugatan atau tuntutan melalui pengadilan.Dalam sistem hukum
konvensional penyelesaian yang di tempuh melalui jalur hukum ini jelas
menimbulkan ~ banyak hambatan karena jelas penuh birokrasi serta
prosesnya panjang dan jelas mahal.

Sengketa bisnis dalam kontrak komersial seringkali berawal dari
kesalahan mendasar dalam proses terbentuknya kontrak dengan berbagai faktor
atau penyebabnya, antara lain :

a. Ketidakpahaman terhadap proses bisnis yang dilakukan dalam kondisi ini
muncul Ketika pelaku bisnis semata-mata terjebak pada orientasi
keuntungan karakter coba-coba (gambling) tanpa memperidiksi
kemungkinan risiko yang akan menimpananya.

b. Ketidakmampuan mengenali partner atau mitra bisnisinya, ada sementara
pelaku bisnis yang sekedar memperhatikan performa atau penampilan fisik
mitra bisnisnya tanpa meneliti lebih lanjut track record dan bonfiditas.
Joke yang berkembang menerngkan bahwa beberapa pelaku bisnis lokal
begitu mudahnya terpaku dan tertarik untuk terlibat dengan Kerjasama
yang ditawarkan mitra bisnis asingnya, semata-mata berasumsi bahwa

orang asing selalu lebih unggul segala-galanya, tanpa memperhatikan
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prinsip “know your partner”’;

Tidak adanya legal cover yang melandasi proses bisnis mereka. Hal ini
menunjukan rendahnya pemahaman dan apresiasi hukum pelaku bisnis
135

dalam melindungi aktivitas bisnis mereka.

Secara umum penyelesaian sengketa (perdata), dapat dilakukan melalui

berbagai cara, antara lain: Arbitrase, Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan

litigasi. Hal ini merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dikenal

dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam menyelesaikan

sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam isi perjanjian terkait klausula pilihan penyelesaian sengketa (choice

of law) adalah sebagai berikut :

a.

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak Bank Syariah
dengan Nasabah harus mengutamakan suatu prinsip musyawarah mufakat;
Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, Bank Syariah dengan
Nasabah dapat menyelesaikan sengketa alternatif, antara lain dengan
mediasi perbankan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang
berlaku;

Apabila mekanisme mediasi belum berhasil, penyelesaian sengketa dapat
dilakukan secara non litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah, seperti
Basyarnas;

Eksekusi atau putusan arbitrase syariah itu akan ditetapkan melalui

135 HIm. 274
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Pengadilan Agama;

e. Bank Syariah dan Nasabah harus menyepakati kewenangan untuk
mengadili apabila terdapat sengketa adalah melalui Pengadilan Agama
sesuai dengan kewenangan absolut yang dimiliki berdasarkan Pasal 55 UU
No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pengertian mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, dalam
Pasal 1 ayat 7 menyebutkan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu
oleh mediator. Sedangkan yang dimaksud Mediator dalam ayat 6 adalah pihak
netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediasi dapat dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan, hal ini
tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Mediasi di pengadilan sudah
sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, di
wajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum
dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Sedangkan mediasai di luar pengadilan
kita kenal diantaranya mediasi perbankan, mediasi hubungan industrial,
mediasi asuransi dan sebagainya.

Dunia perbankan memiliki peranan yang sangat penting bagi
masyarakat. Peranan tersebut adalah sebagai penyimpan dan penyalur dana

bagi masyarakat. Suatu bank tentunya memiliki sistem yang sudah standar
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terhadap pelayanan yang dilakukan terhadap nasabahnya. Namun tidak tertutup
kemungkinan pelayanan yang diberikan bank kepada nasabahnya tidak
memberikan hasil yang memuaskan bagi nasabahnya sehingga sering kali
nasabah merasa dirugikan. Nasabah sering kali menjadi tidak berdaya pada saat
harus berhadapan dengan bank di pengadilan dan hanya bisa pasrah apabila
bersengketa dengan bank.

UU Nomor 21 Tahun 2011, maka sejak tanggal 31 Desember 2012,
fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor
Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan
terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat disektor keuangan,
semua lembaga keuangan baik bank maupun non-bank wajib menyediakan
devisi pengaduan konsumen yang efektif berlaku mulai Agustus 2014.
Pengaduan konsumen wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Pelaku Usaha
Jasa Keuangan. Maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar
pengadilan atau melalui pengadilan.

OJK menerbitkan Peraturan OJK yang mengamanatkan pembentukan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor perbankan. Tidak hanya
untuk melayani mediasi perbankan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
sektor perbankan juga harus memiliki penyelesaian sengketa berupa mediasi,
ajudikasi, dan arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi
menerapkan prinsip-prinsip aksesibilitas, idenpendensi, keadilan, dan afisiensi

dan efektifitas, rangkai sistem perlindungan nasabah akan meningkatkan
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kepercayaan nasabah kepada Bank dan membawa dampak positif bagi

perkembangan industri perbankan dalam mewujudkan sistem keuangan yang

tumbuh secara berlanjut dan stabil.

Berdasarkan Pasal 4 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembaga Alternatif Sengketa wajib memiliki

setidaknya 3 (tiga) layanan penyelesaian sengketa yaitu mediasi, ajudikasi, dan

arbitrase. LAPSPI yang dalam hal ini termasuk sebagai salah satu Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang termasuk ke dalam daftar LAPS yang

ditetapkan OJK berdasarkan Keputusan Nomer KEP-6/D.07/2016 Tentang

Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

sehingga LAPSPI juga wajib memiliki 3 (tiga) layanan tersebut :

a.

Pertama, terjadi sengketa dibidang perbankan yang menyebabkan
kerugian kerugian yang dapat diukur dengan materi.

Kedua, case manager menerima permohonan penyelesaian sengketa dan
menganalisa apakah sengketa yang masuk merupakan sengketa dibidang
perbankan atau terkait dengan perbankan, lalu memeriksa apakah sengketa
tersebut lebih dahulu telah diselesaikan secara internal dengan perbankan
(internal dispute resolution) dan terakhir memeriksa apakah sengketa
tersebut belum pernah diperiksa atau diputuskan oleh pengadilan negeri.
Ketiga, pengurus akan menentukan apakah sengketa tersebut dapat
diselesaikan melalaui salah satu layanan LAPSPI. Sengketa tersebut dapat

ditolak jika: a. Tidak sesuai dengan definisi sengketa perbankan b. Sudah
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diputus oleh pengadilan/lembaga lain c. Perbutan melawan hukum (PMH)
d. Ditolak oleh pemohon.

Keempat, jika sengketa tersebut telah memenubhi syarat dan telah diterima
oleh pengurus LAPSPI selanjutnya yang dilakukan adalah mengecek
kompetensi absolut sengketa tersebut apakah ada perjanjian terikat antara
bank dengan nasabah untuk menyelesaikan sengketa di lembaga tertentu.
Kelima, setelah dilakukan pengecekan mengenai perjanjian penyelesaian
sengketa jika para pihak sudah menunjuk LAPSPI sebagai tempat
penyelesaian sengketa maka selanjutnya para pihak segera memulai proses
penyelesaian sengket berdasarkan layanan yang sudah di perjanjikan baik
layanan mediasi, ajudikasi, maupun ajudikasi. Namun jika saat
pengecekan kompetensi absolut tidak ditemukan adanya perjanjian
mengenai penyelesaian sengketa maka selanjutnya LAPSPI menindak
lanjuti laporan pelapor untuk mengajukan kepada bank apakah bank
tersebut mau untuk menyelesaikan sengketa di LAPSPI atau tidak.
Keenam, Jika bank menyetujui untuk menyelesaiakan sengketa di LAPSPI
maka para pihak diarahkan untuk membuat acta compromise yaoitu
perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, ajudikasi,
maupun arbitrase setelah terjadinya sengketa. Setelah proses diatas maka
para pihak akan menyelesaikan perkara sesuai layanan yang telah mereka
sepakati. Mediasi, ajudikasi dan arbitrase memiliki alur penyelesaian yang

sama seperti yang telah dijelaskan diatas. Perbedaannya baru lah pada
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tahap proses penyelesaiannya yang akan dijelaskan dibawah ini:

g. Mediasi Mediasi menurut Gary Goodpaster, mengemukakan mediasi
adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak
memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang untuk
membantu mereka memporoleh kesepakatan perjanjian dengan
memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak
mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak.!3®

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang
diamanatkan dalam Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui

LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan

yang terdaftar dalam daftar LAPS yang ditetapkan OJK. Dengan terbentuknya

LAPSPI ini, maka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tersedianya

mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang jasa keuangan

sektor Perbankan baik konvensional maupun syariah yang cepat, murah, adil
dan efisien. Di samping itu penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan
tersebut dapat lebih baik karena penyelesaian sengketa dengan tetap
memperhatikan ~ karakteristik  permasalahan dengan mengedepankan

independensi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.*®’

136 Riska Fitriani, 2017, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat
Melayu Riau”, Riau Law Journal Vol. 1 No.2. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau.

187 Rudy Haposan Siahaan. Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya UU
Nomor 2
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Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia
dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Di antaranya adalah perbankan syariah, asuransi syariah, Baitul Mal wat
Tamwil (BMT). Begitu juga halnya dengan kegiatan usaha syariah pada sektor
riil, seperti hotel syariah, kolam renang syariah, multilevel marketing syariah,
dan sebagainya. Menurut data Bank Indonesia, perkembangan perbankan
syariah mengalami kemajuan yang spektakuler. Sebelum tahun 1999, jumlah
bank syariah sangat terbatas, bahkan hanya ada satu bank syariah, yaitu Bank
Muamalat Indonesia dengan beberapa kantor cabang.

Keuangan Syariah di Indonesia terbagi ke dalam tiga sektor yaitu
Perbankan Syariah, Intitusi Keuangan Non-Bank Syariah (IKNB Syariah), dan
Pasar Modal Syariah. Per September 2021 tercatat market share Keuangan
Syariah mencapai 10,19% dari total aset keuangan di Indonesia atau
mencapai Rp.1.993,41 triliun. Khusus untuk perbankan syariah merupakan
sektor utama keuangan syariah di Indonesia dengan total aset mencapai Rp.
646,2 triliun atau 6,52% market share perbankan di Indonesia.

Dari segi jumlah institusi, tercatat jumlah perbankan syariah di
Indonesia sebanyak 198 bank yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS),
21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS). Jumlah BUS berkurang dari sebelumnya 14 institusi menjadi 12
institusi dikarenakan adanya penggabungan (merger) bank syariah milik bank

BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah
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menjadi Bank Syariah Indonesia (PT BSI). Sedangkan Bank Umum
Konvensional terbaru yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) adalah PT
Bank Jago Tbk per September 2021.

Melihat perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah
demikian cepat, namun dari sisi hukum atau peraturan perundang-undangan
yang mengaturnya masih jauh tertinggal. Salah satunya adalah pengaturan
yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis perbankan syariah. Dalam
hal ini masih terdapat persoalan yuridis yang mengganjal, yaitu dualisme
wewenang peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
Wewenang ini masih menjadi kontroversi baik di antara dunia akademis
maupun praktis. Bahwa kewenangan tersebut menjadi sebuah konflik antara
Peradilan Agama dengan Peradilan Umum.**®

Kondisi seperti itu berpotensi ketidakpastian hukum pada industri
Perbankan Syariah, kepada para pihak yang bersengketa, baik pihak bank
syariah, maupun nasabahnya, akan menghadapi dilema tersendiri dalam
memilih di antara dua lembaga peradilan tersebut. Untuk penyelesaian tersebut
dalam tulisan ini akan mengemukakan bagaimana perkembangan regulasi,

forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di negara Indonesia dan dalam

konsepsi Islam menyelesaikan hal tersebut karena pada dasarnya upaya

138 |su ini juga yang diangkat menjadi tema pada Seminar Nasional Himpunan Sarjana dan ilmuwan
Syariah, pada 18 Juni 2011 di Syahida Inn. Pada Seminar tersebut hadir sebagai narasumber delegasi dari Bl,
Mahkamah Agung, Peradilan Agama, ASBISINDO, akademisi (Ahli hukum Universitas Airlangga), dan
praktisi perbankan syariah.
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penyelesaian sengketa ini telah diarahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW
dan para sahabatnya.

Dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui proses secara
litigasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016
memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah cara
sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara
sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah Small
Claims Court. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penanganan perkara ekonomi syariah cara sederhana,
berdasarkan ketentuan- ketentuan diantaranya adalah : Nilai gugatan materil
paling banyak Rp. 200 juta, Para pihak berdomisili di wilayah hukum yang
sama, Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, Alamat tergugat harus
diketahui, Pendaftaran perkara menggunakan blanko gugatan; pengajuan
bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara, Penunjukan hakim
dan panitera sidang paling lama 2 hari, Hakim tunggal, adanya pemeriksaan
pendahuluan,

Tidak ada mediasi, Penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa
didampingi kuasa hukum, Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada
sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah, Dalam proses pemeriksaan

hanya ada gugatan dan jawaban; waktu penyelesaian perkara 25 Hari sejak
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sidang pertama, Penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan
diucapkan, Tidak ada upaya banding maupun kasasi, yang ada upaya hukum
pengajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau
setelah pemberitahuan putusan.t®

Kewenangan relatif atau untuk menentukan Pengadilan Agama mana
yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah yang terjadi tersebut
dapat digunakan dua cara. Pertama, gugatan tersebut dapat diajukan ke
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal atau kediaman penggugat,
atau Kedua, gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan agama yang
mewilayahi tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat.1*° Jika tergugatnya
lebih dari satu orang atau beberapa orang tergugat, maka gugatan dapat
diajukan ke pengadilan Agama tempat tinggal tergugat yang berutang utama.*#!
Dalam membuat surat gugatan, para pihak harus memenuhi ketentuan-

ketentuan syarat formil gugatan, sehingga memenuhi formulasi gugatan yang

jelas. Gugatan bisa diajukan baik secara tertulis maupun secara lisan.**? Syarat

139 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam Suryati Dzulugy, Penyelesaian Ekonomi Syariah Secara Litigasi :
(Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya), diakses pada
tanggal 18 Agustus 2021 via : https://pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-
ekonomi-syariah-secara-ligitasi.pdf. HIm 6-7

140 Wahyu Widiana, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan
Agama. 1. Dasar mengenai pengajuan gugatan dan penetapan Pengadilan Agama mana yang berwenang adalah
Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg. Dalam Ibid

141 Sarwono, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 64. Berdasarkan Pasal 118 ayat
(2) HIR, pengecualian ini juga dapat disimpangi apabila di dalam perjanjian telah ditentukan oleh para pihak
yang sedang berperkara tentang domisilinya atau Pengadilan mana yang berhak menangani perkara para pihak.
Dalam Ibid

142 Menurut Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dengan surat gugatan yang tertulis yang
ditandatangani oleh Penggugat atau Wakilnya., dan dalam Pasal 120 HIR, gugatan bagi mereka yang buta huruf
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https://pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-ligitasi.pdf.%20Hlm%206-7
https://pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-ligitasi.pdf.%20Hlm%206-7

formil tersebut adalah sebagai berikut :
1. Identitas para pihak Identitas pihak-pihak memuat nama berikut gelar atau
alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan tempat tinggal
terakhir dan statusnya sebagai Penggugat/Tergugat, apabila kumulasi
subjektif; Penggugat 1, Penggugat 2 dan seterusnya. Apabila terdapat
pemberian kuasa maka harus dicantumkan identitas pemegang kuasa.*
a. Fundamentum petendi (atau basis gugatan atau tuntutan) Beberapa
istilah yang umum digunakan dalam praktik peradilan adalah: positum
atau posita gugatan, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai
dalil gugatan. Dalil gugatan atau petisi adalah dasar pemeriksaan dan
penyelesaian perkara. Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian,
bukti gugatan harus tetap ada. Ada dua teori tentang perumusan
posita.}**  Teori substansi mengatakan bahwa dalil gugatan tidak
hanya harus menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar
tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului
peristiwa hukum tersebut.

b. Teori individualisasi, yang menjelaskan peristiwa atau kejadian
hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus menunjukkan

hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Untuk menghindari

gugatannya diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan. Dalam
Ibid

143 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali, 1991). 64 Dalam Ibid

144 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 57 Dalam Ibid
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perumusan bukti gugatan yang tidak jelas, tidak jelas, atau libel yang
gelap, kedua teori ini digunakan. Petitum Gugatan Petitum adalah
pokok tuntutan gugatan, yang diajukan. Tuntutan ini didasarkan pada
dalil-dalil gugatan (posita), dengan kata lain antara petitum dan posita
harus bersesuaian (sinkron) tidak boleh antara petitum dan posita tidak
serasi apalagi sampai bertolak belakang. Pengajuan gugatan yang
sudah diajukan oleh para pihak kemudian oleh Pengadilan Agama
diproses dengan urutan sebagai berikut :

2. Tahap Pra Persidangan Pendaftaran Perkara Pihak yang telah membuat
surat gugatan, dapat mengajukan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan
Agama tempat ia tinggal ataupun tempat tinggal lawannya atau sesuai
kesepakatan dalam isi perjanjiannya.*

3. Pendaftaran bisa dilakukan dengan datang langsung ke Kepaniteraan
Pengadilan Agama, yang kemudian akan dimasukkan dalam buku register
perkara dan diberi nomor perkara setelah pihak yang mengajukan
membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh Petugas
Pengadilan Agama, atau pendaftaran melalui pendaftaran elektronik,
sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang

menjadi regulasi pertama yang mengakomodasi kemungkinan pengajuan

145 Ketentuan memilih Pengadilan Agama sebagai tempat pengajuan gugatan dapat dilihat dalam
ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg. Dalam Ibid him 8-9
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perkara dengan memanfaatkan internet di lingkungan Peradilan Agama
melalui aplikasi e-Court.

4. Penetapan Majelis Hakim Penunjukkan Majelis Hakim yang akan
memeriksa suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah
menjadi hak dan wewenang dari Ketua Pengadilan Agama.

5. Penetapan Penunjukkan Panitera Sidang/Panitera Pengganti Panitera
Pengganti/Panitera Sidang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang diperintahkan
oleh Ketua Pengadilan Agama. Fungsi Panitera Pengganti adalah untuk
membantu hakim, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara
sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah Hakim
dalam hal menyelesaikan perkara tersebut.4®

6. Penetapan Hari Sidang (PHS) dan Pemanggilan Para Pihak Ketika
menentukan hari persidangan, maka Majelis Hakim hendaklah
mempertimbangkan jarak antara tempat kediaman atau tempat tinggal
kedua belah pihak dari tempat sidang Peradilan Agama. Sidang pertama
yang telah ditetapkan, maka Ketua Majelis memerintahkan Jurusita
Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak untuk hadir pada waktu
dan tempat yang telah ditentukan. Waktu antara hari pemanggilan para

pihak dengan hari persidangan tidak kurang dari tiga hari. Ketika surat

146 Dasar dari penunjukkan Panitera Pengganti/Panitera Sidang dan tugasnya didasarkan pada
Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
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tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka panggilan tersebut
dikategorikan dengan istilah patut dan resmi.4’

Tahap Persidangan Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan bersifat
terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Hal ini
sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004, yang telah diubah dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam
sidang pemeriksaan sengketa perbankan syariah, karena belum ada ketentuan
yang ditemukan dalam UU atau Peraturan yang berkaitan dengan perbankan
syariah ataupun tata cara penyelesaiannya yang mengatur tentang tertutupnya
sidang pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.!#®

Acara Pemeriksaan Persidangan Istimewa Acara pemeriksaan istimewa
dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama apabila terjadi dalam tiga hal

kemungkinan pada perkara, yaitu : Pertama, Terhadap perkara digugurkan.'4®

Kedua, Terhadap perkara dibatalkan.'® Ketiga, Terhadap perkara

147 ibid
148 ibid
149 Dalam Pasal 124 HIR, dijelaskan bahwa kalau Penggugat sudah dipanggil dengan patut, tidak

hadir di Persidangan tanpa mewakilkan, maka gugatan digugurkan dan Penggugat dihukum membayar biaya
perkara akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya perkara
tersebut. Dikatakan sebagai acara istimewa dalam perkara gugur ini dikarenakan putusan gugur yang diambil
oleh Majelis hakim tanpa melalui tahapan-tahapan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam Ibid him 10

150 perkara dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim, apabila Penggugat sudah pernah hadir dalam sidang

pertama, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi. Dikatakan istimewa karena Majelis
hakim telah mengeluarkan sebuah Putusan berupa pembatalan tanpa adanya proses pemeriksaan pokok perkara
lebih lanjut. Sehingga dalam isi Putusan tersebut majelis Hakim belum masuk pada pertimbangan pokok
perkaranya. Dalam Ibid
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verstek.">!Acara Pemeriksaan Persidangan Biasa Acara pemeriksaan
persidangan biasa pada sengketa ekonomi syariah ini terjadi apabila kedua
belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan
pertama dan/atau persidangan selanjutnya. Sebelum ke persidangan, dilakukan
upaya perdamaian melalui mediasi, yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun
2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan PERMA tersebut,
mediasi yang semula merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa
alternatif di luar pengadilan (non litigasi) berubah menjadi suatu cara
penyelesaian sengketa yang integral dengan proses penyelesaian litigasi di
Pengadilan. Prosedur mediasi menurut PERMA tersebut dengan taap-tahap
sebagai berikut :

Pra Mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (5), mengenai kewajiban
menunda sidang pertama untuk upaya mediasi. Pihak diberi kebebasan untuk
memilih mediator yang ada di luar Pengadilan (advokat, akademisi hukum),
biaya jasa ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila mediator yang dipilih
itu dari Pengadilan, maka tidak ada uang jasa. Apabila dalam waktu paling
lama 2 (dua) hari tidak mencapai kesepakatan untuk memilih mediator, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ketua Majelis segera menunjuk hakim bukan
pemeriksa sengketa tersebut untuk menjadi mediator. Proses Mediasi Batas

waktu mengenai proses mediasi di Pengadilan ini adalah 40 hari sejak mediator

151 Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg, acara istimewa dalam perkara verstek ini dilakukan
apabila dalam hari-hari sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan
resmi dan patut Dalam Ibid him 11
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dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis dan batas waktu
tersebut dapat ditambah sampai 4 (empat) hari atas kesepakatan para pihak
yang bersengketa.

Dalam proses mediasi, mediator adalah pihak yang bersifat netral dan
tidak memihak.!®? Hasil Mediasi Apabila mediasi berhasil, maka pihak-pihak
yang bersengketa merumuskan dan membuat isi kesepakatan perdamaian
secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator, yang
dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, dan para pihak diwajibkan untuk
melaksanakan isi akta perdamaian. Apabila mediasi tersebut gagal,
berdasarkan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mediator wajib
menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan
memberitahukan hal tersebut kepada Hakim. Selanjutnya persidangan dilanjut
dengan acara biasa.

Tahap selanjutnya dalam persidangan biasa adalah pemeriksaan pokok
perkara dan kesempatan jawab menjawab antara para pihak. Adanya acara
jawab menjawab dan replik-duplik dalam Pengadilan Agama ini bertujuan
untuk memberikan hak perlakuan hukum yang sama kepada para pihak dalam
proses pemeriksaan persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan acara
pembuktian, dalam hal ini adalah pembuktian dalil-dalil gugatan, apabila

gugatan tersebut dibantah oleh pihak lawan, maka pihak lawan berkewajiban

152 pasal 1 ayat (6) Perma Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Ibid
him 11
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memberikan alat bukti terhadap bantahan tersebut.

Alat bukti dalam sengketa ekonomi syariah diatur dalam Pasal 1866
KUH Perdata dan pasal 164 HIR, yaitu : Bukti tulisan atau surat; Saksi,
Persangkaan; Pengakuan; Sumpah. Akhir dari acara pemeriksaan di Pengadilan
Agama adalah kedua belah pihak memberikan kesimpulan (konklusi) dan
pendapat akhir sesuai dengan pandangan masing-masing para pihak mengenai
pokok pokok perkara yang telah diperiksa dalam tuntutan atau permohonan
yang diajukan. Ketentuan Pasal 178 HIR /Pasal 189 RBg, bahwa apabila
pemeriksaan perkara selesai. Majelis Hakim, karena jabatannya melakukan
musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.®®

Putusan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa ini
terdiri dari, Pertama, Putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan,
baik dikabulkan seluruhnya maupun sebagian.®® Kedua, Putusan yang
menyatakan gugatan Penggugat ditolak.™®® Upaya hukum atas putusan
perdamaian, putusan dalam pemeriksaan acara istimewa (putusan digugurkan
maupun putusan dibatalkan), tidak ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun
Peninjauan Kembali. Selanjutnya dalam putusan verstek upaya hukum verzet,

dimana Tergugat diberikan tenggang waktu selama 14 hari terhitung setelah

153 Harahap. Hukum Acara Perdata, 797. Dalam Ibid
154 yYahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 894-896. Putusan tersebut

dijatuhkan oleh Majelis Hakim, karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat terbukti, baik melalui pembuktian
maupun diakui oleh pihak lawan. Dalam lbid

155 pytusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila Penggugat tidak mampu membuktikan dalil

gugatan disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau alat bukti yang
diajukan Penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan (tegen bewijs) yang diajukan Tergugat. Dalam Ibid.
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tanggal pemberitahuan verstek untuk mengajukan verzet.

Upaya hukum atas putusan dalam pemeriksaan dengan acara biasa,
dimana para pihak bisa mengajukan upaya hukum Banding, dan para pihak
tidak diperkenankan langsung memakai upaya hukum Kasasi atau Peninjauan
Kembali terhadap putusan sengketa ekonomi syariah. Upaya hukum Banding
tersebut, dengan ketentuan, yaitu, Pertama, apabila saat diucapkan putusan
kedua belah pihak hadir, maka tenggang waktu yang diberikan untuk
melakukan upaya hukum adalah 14 hari terhitung setelah hari pengucapan
putusan tersebut.

Kedua, Apabila saat diucapkan putusan tersebut ada salah satu pihak
yang tidak hadir, maka upaya Banding terhadap putusan tersebut dapat
dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah hari disampaikan isi
putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir. Berdasarkan ketentuan Pasal
178 HIR /Pasal 189 RBg, bahwa apabila pemeriksaan perkara selesai. Majelis
Hakim, karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan
yang akan dijatuhkan Putusan yang menyatakan gugatan Penggugat
dikabulkan, baik dikabulkan seluruhnya maupun sebagian. Kedua, Putusan
yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak.%®

Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana berdasar

kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

1% pytusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila Penggugat tidak mampu membuktikan dalil
gugatan disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau alat bukti yang
diajukan Penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan (Tegenbewijs) yang diajukan Tergugat. Ibid
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Gugatan Sederhana (Small Claims Court). Penanganan perkara ekonomi
syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dalam suatu perkara ekonomi syariah oleh Pihak yang telah
membuat surat gugatan dapat mengajukan gugatannya melalui Kepaniteraan
Pengadilan Agama daerah tempat Penggugat berada ataupun daerah tempat
Tergugat atau sesuai kesepakatan di dalam isi perjanjian tersebut.

Sidang pemeriksaan perkara ekonomi syariah pada Pengadilan bersifat
terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Hal ini
didasarkan pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, seperti yang diubah oleh Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam sidang
pemeriksaan sengketa perbankan Syariah. Pada Acara pemeriksaan
persidangan biasa pada sengketa ekonomi syariah ini terjadi apabila kedua
belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan
pertama dan/atau persidangan selanjutnya.

Sebelum melangsungkan persidangan terlebih dahulu dilakukan upaya
perdamaian melalui mediasi, kemudian tahap selanjutnya dalam persidangan
biasa adalah pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan jawab menjawab
antara para pihak berperkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR /Pasal 189
RBg, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya
melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.

Putusan tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan, baik
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dikabulkan seluruhnya maupun Sebagian. Upaya hukum atas putusan dalam
pemeriksaan dengan acara biasa, kepada para pihak dapat mengajukan upaya
hukum Banding, dan para pihak tidak diperkenankan langsung memakai upaya
hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali terhadap putusan sengketa ekonomi

syariah.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Asas proporsional dalam akad mudharabah belum sepenuhnya diterapkan
secara penuh, hal ini disebabkan oleh minimnya kesempatan yang diberikan
kepada nasabah selaku shahibul maal untuk memahami isi dari penawaran
sebelum melaksanakan akad dan dengan Bank syariah selaku mudharib, dan
keadilan terkait nisbah bagi hasil keuntungan yang diperoleh oleh masing-
masing pihak.

Penentuan Nisbah bagi hasil keuntungan dalam akad mudharabah dengan nilai
persentase 60 : 40 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah pemilik
dana shahibul maal)adalah 60 % dan 40 % untuk bank syariah sebagai
pengelola dana mudharib. Namun, total keuntungan yang diterima tidak selalu
sama dengan angka persentase dan kesepakatan akad di awal hal ini

dipengaruhi oleh kinerja investasi dan perolehan keuntungan.

B. Saran

1.

Bank Syariah dalam menerapkan asas proporsional dengan cara memberikan
kesempatan secara maksimal kepada nasabah memahami isi perjanjian
dengan mempertimbangkan kemudian bernegosiasi kepada bank tentang
hasilnya yang kemudian menjadi suatu kesepakatan bagi para pihak.
Meskipun ini terjadi secara singkat, kesempatan untuk bernegosiasi untuk

menentukan isi perjanjian harus diberikan secara proporsional.
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Saat menentukan nilai persentase nisbah bagi hasil keuntungan seharusnya
angka persentase bervariatif dengan memperhatikan jenis bisnis tertentu,
resiko bisnis atau faktor lain yang bisa berdampak langsung terhadap nilai
bagi hasil keuntungan yang diperoleh antara nasabah selaku shahibul
maal Bank syariah selaku mudharib sehingga dapat terwujud nisbah bagi

hasil yang mncerminkan keadilan.
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